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ABSTRAK

Skripsi ini yang berjudul “AKAD SEWA PADA PEMBIAYAAN AR-RAHN
USAHA MIKRO (ARRUM) DI PEGADAIAN SYARIAH CABANG BLAURAN
SURABAYA (ANALISIS KONSEP AR-RAHN)” adalah hasil penelitian lapangan
untuk menjawab pertanyaan bagaimana penerapan akad sewa pada pembiayaan Ar-
rahn Usaha Mikro (ARRUM) di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya? Dan
bagaimana analisis akad sewa pada transaksi tersebut?

Data penelitian ini dihimpun melalui observasi, interview dan dokumentasi.
Selanjutnya dianalisis dengan metode deskriptif, analisis dan verifikasi yaitu
pemaparan secara umum tentang aplikasi produk ARRUM menggunakan akad sewa
yang kemudian dilanjutkan dengan mengklarifikasikan aplikasi gadai tersebut
berdasarkan norma-norma hukum dengan memperhatikan masing-masing aspek yang
ada.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pegadaian Syariah Cabang Blauran
Surabaya menggunakan akad sewa pada produk ARRUM. Akad sewa tersebut
menerangkan bahwa pihak murfahin tidak menyebutkan objek dari akad sewa
tersebut “schingga "dari” pihak ' rahin ‘menganggap bahwa pembayaran “larif ijaral
tersebut adalah merupakan pembayaran bunga, karcna penyerahan barang gadai
menggunakan jaminan fidusia (penyerahan barangnya atas dasar kepercayaan),
barang gadai masih tetap di tangan rahin dan persyaratan untuk mendapatkan
pembiayaan ARRUM ini cukup dengan menyerahkan BPKB.

Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa pegadaian syariah
menggunakan akad sewa pada produk ARRUM, pengambilan tarif fjaral tersebut
adalah sebagai biaya atas jasa simpanan barang gadai yang disediakan murtahin dan
dibebankan kepada rahin, hal ini dibolehkan selama masih dalam ketentuan yang
wajar dan yang penting selama kedua belah pihak telah menyepakati perjanjian yang
mereka buat pada awal transaksi.
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Islam menganjurkan agar umat muslim bersikap saling tolong menolong
antara sesamanya, yang kaya harus menolong yang miskin, yang mampu harus
menolong yang tidak mampu. Tolong menolong ini bisa berbentuk pemberian
dan bisa berbentuk pinjaman. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah

ayat 2 yang berbunyi:

Le
-~ i ,ﬂll 2 37 ’, 9 "' ’: // /”‘ ’/ - ke ” 1 {’ ’:/
‘1.:"_3""‘"“3 _,’03}” » J.ﬂ‘« 'ljb_.,!_o.: \}5 (',57_342:.“_3 .’,.:“ UI"C lj..iju_g

Lo

Artinya: "Dan tolong menolonglah kalian dalam kebajikan dan takwa dan jangan
tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran’."

Dari ayat di atas, dapat diambil sebuah kesimpulan bahwasanya antara
manusia satu dengan manusia yang lain harus saling tolong menolong, tetapi
tolong menolong hanya untuk perbuatan yang baik-baik saja menurut syara. ukan
termasuk perbuatan yang dilarang oleh syara. Dalam hal tolong menolong dan
bermuamalah maka salah satu harta yang bernilai ekonomis milik rakin dipakai
sebagai jaminan atau agunan (borg) atas pinjaman yang diterimanya, atau untuk

meneguhkan kepercayaan dalam hutang piutang.’

'DEPAG R, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Surabaya: Mekar, 2002), h. 141-142.
?Musthafa Kamal Pasha, dkk., Figih Islam, (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2002), h. 160.



Ajaran Islam yang bersandarkan pada Al-Qur’an dan al-Hadis mengantar
seluruh aspek kehidupan dan akan selalu sesuai dengan perubahan dan
perkembangan peradaban manusia dan di antara sekian banyak perilaku
kehidupan manusia yang diatur dalam Islam, adalah masalah muamalah, dan
muamalah itu sendiri banyak macam dan ragamn&a, salah satunya adalah gadai.’

Praktek gadai ini diperbolehkan oleh Islam berdasarkan Al-Qur'an surat
Al Baqarah ayat 283:

2 .

2%z T AL N AR VT P B .
&o,.bf}-_a_gs L:iK‘J-‘-?”rJJg‘-“ e 228 ol
Artinya: '"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai)

sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada

barang tanggungan yeng dipegang’’

Perusahaan umum pegadaian adalah satu-satunya badan usaha di
Indonesia yang secara resmi mempunyai ijin untuk melaksanakan kegiatan
lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke
masyarakat atas dasar hukum gadai seperti di maksud dalam kitab Undang-
Undang Perdata pasal 1150.°

Tugas pokoknya adalah memberikan pinjaman kepada masyarakat agar
masyarakat tidak di rugikan oleh kegiatan lembaga keuangan informal yang

cenderung memanfaatkan kebutuhan dana mendesak dari masyarakét S

164.

*Hamzah Ya’kub, Kode Etik Dagang Menurut Islam(Bandung: Diponegoro, [984), h. 216.
‘DEPAG RI, A/-Qur'an dag Terjemabnya, h. 83.

SBuku Operasional Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya, 2008

SHeri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Yogyakarta: Ekonisia, 2008), h.
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operasional usahanya. Hal ini telah memicu pegadaian untuk bisa merespon
tuntutan kebutuhan masyarakat tersebut. Oleh karena itu sejak Oktober 2002
Pengadaian telah mencoba terjun ke sektor pembiayaan bagi usaha mikro-kecil
dengan mengeluarkan paket produk pinjaman baru yang disebut Kredit Angsuran
Sistem Fidusia (KREASI). Proses pelayanan dari KREASI ini dilakukan melalui
analisis kelayakan usaha sebagaimana layaknya proses pinjaman yang
dipraktekkan oleh perbankan khususnya BPR.'

Pegadaian Syariah tidak lagi institusi yang mengelola usaha gadai, tetapi
lebih luas dari itu menjadi institusi yang mengelola usaha pembiayaan mikro-
kecil berbasis sistem syariah. Sebagai langkah awal untuk mengimplementasikan
gagasan ini, maka sistem pembayaran dengan sistem ar-rahn, kini mulai dicoba
untuk dikembangkan dengan konsep pclunasan pinjaman secara angsuran dengan
cara fidusia (hanya dokumen kepemilikan barang yang ditahan).""

Dalam pasal 1 UU No. 42 tahun 1991 tentang jaminan fidusia, diberikan

batasan:

“Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar
kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya
dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda”.

“Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang
berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak
khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan
sebagaimana dimaksud dalam UU No. 4 tahun 1996 tentang hak
tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai

:‘:Buku Operasional Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya, 2008
1bid.



agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang
diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.”"?

Skim pembiayaan ini diberi nama ARRUM yang merupakan kepanjangan
dari Ar-rahn untuk usaha mikro-kecil, produk ini merupakan skim pinjaman
berprisip syariah bagi para pengusaha mikro dan kecil untuk keperluan dan
pengembangan usaha dalam sistem pengembalian secara angsuran dengan
menggunakan jaminan BPKB motor atau mobil."® Perikatan markin (agunan)
dalam skim pembiayaan ARRUM ini dilakukan dengan cara fidusia.

Fidusia dibedakan dari jaminan fidusia, dimana fidusia merupakan suatu
proses pengalihan hak kepemilikan, dan jaminan fidusia adalah jaminan yang
diberikan daiam bentuk fidusia."

Pada dasarnya Pegadaian Syariah berjalan di atas dua akad transaksi
syariah, yaitu: 13
1. Akad Rahn. Yaitu menahan harta milik muwtahin sebagai jaminan atas

pinjaman yang di terimanya
2. Akad Ijarah. yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan atau jasa
melalui pembayaran upah atas barangnya sendiri.

Mekanisme operasional Pegadaian Syariah dapat digambarkan sebagai

berikut: melalui akad rahn, nasabah menyerahkan barang bergerak dan kemudian

Zwww.dephut.go.id/index. php?q=id/node/46

www.majalahwk.com/artikel-artikel/kenangan/183-edisi-majalah. pdf

“Gunawan Wijaya dan Ahamd Yani, Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia, (Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 2001), h. 122.

' Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Zukrul Media
Intelektual, 2008), h. 195-196.



pegadaian menyimpan serta merawatnya di tempat yang telah di sediakan oleh
pegadaian. Akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-
biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan dan
keseluruhan proses kegiatannya. Atas dasar ini dibenarkan bagi pegadaian
mengenakan biaya sewa kepada nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh
kedua belah pihak.

Dari sini timbul permasalahan, bahwa pada produk ARRUM di Pegadaian
Syariah Blauran Surabaya menggunakan akad sewa, sedangkan penyerahan
barang gadainya menggunakan jaminan fidusia, dimana barang gadai berada di
tangan rahin. Oleh karena itu maka perlu diadakan kajian dari praktek yang

sudah berjalan, kemudian dianalisis melalui sudut pandang hukum Islam.

. Identifikasi Masalah
Dari latar belakang di atas, maka timbul persoalan yang harus dikaji
diantaranya adalah:
1. Latar belakang Pegadaian Syariah mengeluarkan produk ARRUM
2. Pelaksanaan akad gadai di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya
3. Pelaksanaan akad sewa pada produk ARRUM di Pegadaian Cabang Blauran
Surabaya
4. Pemberian diskon ijarah sebelum jangka waktu berahir pada produk ARRUM

di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya



5. Analisis hukum islam terhadap pelaksanaan akad sewa pada produk ARRUM

di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya

C. Pembatasan Masalah
Untuk memfokuskan permasalahan maka dari identifikasi masalah di atas
maka penulis hanya membatasi masalah dalam hal:
1. Aplikasi akad sewa pada produk ARRUM di Pegadaian Syariah Cabang
Blauran Surabaya
2. Analisis hukum islam terhadap pelaksanaan akad sewa pada produk ARRUM

di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya

D. Rumusan Masalah
Dari penjabaran latar belakang yang telah di paparkan di atas, maka kami
dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:
1. Bagaimana penerapan akad sewa dalam pembiayaan Ar-rafin Usaha mikro
(ARRUM) di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya?
2. Bagaimana analisis akad sewa pada pembiayaan Ar-rahn Usaha Mikro
(ARRUM) di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya menurut sistem

gadai dalam Islam?



E. Tujuan Penelitian
Sesuai dengan pertanyaan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan akad sewa yang digunakan dalam pembiayaan
Ar-rahn Usaha Mikro (ARRUM) di Pegadaian Syariah Cabang Blauran
Surabaya.

2. Untuk mengetahui aplikasi pembiayaan Ar-rahn Usaha Mikro (ARRUM)

yang dianalisis menggunakan sistem gadai dalam Islam.

F. Kegunaan Hasil Penelitian
1. Secara teoritis, dari hasil penelitian ini diharapkan bisa berguna bagi
pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada gadai syariah
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan scbagai bahan
pembanding bagi penelitian berikutnya yang memiliki minat dan teman yang
sama
3. Dapat digunakan sebagai pedoman dalam transaksi gadai (rafn) pada produk

ARRUM khususnya di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya.

G. Kajian Pustaka
Penelitian ini pada intinya adalah untuk mendapatkan gambaran

hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah



dilakukan oleh penelitian sebelumnya, sehingga tidak terjadi pengulangan dalam
penelusuran awal.

Masalah gadai pada dasarnya telah banyak didiskusikan oleh para
praktisi, cendekiawan muslim terutama ulama-ulama figh, yakni dalam hal siapa
yang berhak memanfaatkan barang gadai, para ulama berbeda pendapat dalam
masalah ini.

Di samping itu ada pula buku karangan Zainudin Ali yang berjudul
"Hukum Gadai Syarial" yang membahas tentang seluk beluk gadai syari'ah dan
membahas tentang berbagai jenis akad dalam pelaksanaan gadai syariah pada
umumnya.'® Serta buku literatur lain yang berjudul Bank dan Lembaga
Kecuangan Syariah olch Hceri Sudarsono yang membahas tentang mekanisme
gadai dan strategi pengcmbangan gadai syariah pada umumnya.l7

Ada juga karya ilmiah yang berbentuk skripsi, mayoritas karya ilmiah
yang berbentuk skripsi tersebut merupakan penclitian tentang kebiasaan gadai
dalam mayarakat di daerah-daerah tertentu yang kemudian permasalahan
tersebut akan ditinjau menurut hukum Islam. Adapun karya ilmiyah tersebut
adalah: "Aplikasi Gadai (Rahn) Emas Dengan Sistem Sewa Tempat di PT BPRS
Bhakti Sumekar Sumenep Dalam Perspektif Hukum Islam.™® Oleh Mufidah yang

membahas masalah aplikasi gadai (Ra/n) emas dengan system sewa tempat yang

16z ainuddin Ali, Hukum Gadai Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)

"Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuvangan Syariah, (Yogyakarta: Ekonisia, 2008)

"®|Mufidah, Aplikasi Gadai (Rabu) Emas dengan Sistem Sewa Tempat di PT BPRS Bhakti
Sumekar Sumenep dalam Perspektif Hukum Islam, Skripsi (IAIN: Fakultas Syariah Jurusan
Muamalah, 2009).
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ada di PT BPRS Bhakti Sumekar Sumenep yang dimaksudkan untuk mengetahui
relevansi antara aplikasi gadai emas dengan konsep Rahn menurut hukum Islam.

Selain dari karya diatas ada juga karya ilmiah yang ditulis Oleh Mar’atul
AM. yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Emas di
Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah Cabang Surabaya.”'® Membahas masalah
pelaksanaan gadai emas pada Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah Cabang
Surabaya yang di analisis di sudut pandang hukum Islam.

Dari beberapa karya ilmiah di atas dapat di lihat bahwa penelitian-
penelitian selama ini belum ada yang lebih spesifik membahas tentang analisis
ar-rahn terhadap pembiayaan ARRUM yang ada di Pegadaian Syariah Cabang

Blauran Surabaya dengan memakai akad sewa dilihat dari hukum Islamnya.

H. Definisi Operasional
Untuk mempermudah dan menghindari kemungkinan terjadinya
kesalahan persepsi terhadap pokok bahasan skripsi yang berjudul “Akad sewa
Pada Pembiayaan Ar-rahn Usaha Mikro (ARRUM) di Pengadilan Syariah
Blauran Surabaya (Analisis Konsep Ar-rahn)” maka penulis memandang perlu
menjelaskan beberapa istilah sebagai berikut:
Akad sewa : Perjanjian dalam hal sewa-menyewa atau imbalan atas suatu jasa

simpan.

Jtsna’ Mar’atu AM., Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Emas Di Bank Negara
Indounesia (BNI) Syariah Cabang Surabsya,(IAIN: Fakultas Syariah Jurusan Muamalah, 2008).
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Pembiayaan : Pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memnuhi kebutuhan
pihak-pihak yang merupakan defisit unit.”’

Ar-rahn usaha mikro (ARRUM): Adalah merupakan produk yang
dikembangkan oleh Pegadaian Syariah, produk ARRUM ini
merupakan fasilitas pinjaman atas pembiayaan untuk keperluan
usaha para nasabah,

Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya : Merupakan salah
satu unit usaha layanan gadai syariah untuk menunjang dan
menopang eksistensi perusahaan pegadaian dalam dunia bisnis di
bidang ekonomi Islam, yang terletak di Blauran Surabaya.

Analisis : pengkajian terhadap suatu peristiwa (tindakan, hasil pemikiran
dan scbagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya,
proses pemecahan masalah atau permasalahan yang dimulai
dengan dugaan akan kebenaran®!

Konsep ar-rahn  : menggunakan konsep arrahn. Ar-rahn adalah menahan salah
satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang
diterimanya.?

Berdasarkan definisi di atas maka'objek atau fokus dalam penelitian ini

adalah menjelaskan bagaimana konsep akad sewa pada produk ARRUM di

2M. Syafi’i Antonio, Bank Syariah, h.160.

Dahlan Al-bary dan L. Lya Sofyan Yacub, Kamus Induk Istilah Ilmiah, (Surabaya: Target
Press,2003), h. 38.

22 Ahmad Rodoni, Abdul Hamid, Lembaga Keuangan Syariah, 187
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Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya, yang di analisis dari sudut pandang
hukum Islam tentang muamalah.

Jadi yang dimaksud dengan judul di atas adalah suatu aplikasi gadai
(rahn) dalam produk ARRUM yang juga menggunakan akad sewa pada
Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya, yang di analisis dari sudut pandang

hukum Islam tentang muamalah.

I. Metode Penelitian
Metode penelitian ini meliputi:
1. Data yang di kumpulkan
Jenis penelitian ini adalah penclitian lapangan, yaitu data dihimpun
dari melalui risct di lapangan. Data dimaksud berkaitan dengan pembiayaan
ARRUM yang menggunakan akad sewa meliputi:
a. Data tentang pelaksanaan akad rahn dan jjarah dalam produk ARRUM di
Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya.
2. Data tentang Sumber Data
Adapun sumber data yang digunakan dalam penulisan ini adalah
sebagai berikut:
a. Sumber data primer
Yaitu sumber data yang berasal dari laporan hasil penelitian,

adapun sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah:
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1. Pimpinan, staf dan karyawan di Pegadaian Syariah Cabang Blauran
Surabaya

2. Para pihak yang terlibat dalam transaksi rahn.

3. Dokumen-dokumen yang terkait dengan masalah gadai pada produk
ARRUM di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya.

b. Sumber data sekunder adalah sumber data yang didapatkan dari buku-
buku literatur dan tulisan di media cetak yang ada hubungémnya dengan
masalah penelitian.

3. Teknis Pengumpulan Data
Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa
metode yaitu:

a. Metode observasi, yaitu mengamati dan mendengarkan perilaku
individu, kelompok, masyarakat tertentu selama beberapa waktu tanpa
melakukan manipulasi atau pengendalian, kemudian mencatat penemuan
yang memungkinkan atau memenuhi syarat untuk menggunakan kedalam
tingkat penafsiran analisis .>> Adapun yang diamati oleh penulis adalah
mengamati bagaimana proses gadai, yang meliputi : kontrak perjanjian
barang yang digadaikan, proses penaksiran barang yang dijadikan barang

jaminan, jumlah uvang yang dapat dipinjamkan oleh pihak pegadaian,

Blames A. dkk., Penelitian Sosial, (Bandung: PT. Erosco, 1992), h. 288.
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transaksi dengan tindakan menyewakan kembali barang yang dijadikan
jaminan dan biaya sewa yang harus dibayar.

b. Metode interview, yaitu metode pengunpulan data yang dilakukan
dengan cara bertanya langsung dengan menggunakan lisan maupun
tulisan.* Dalam metode ini penulis akan bertanya langsung kepada
pimpinan, karyawan, dan nasabah di Pegadaian Syariah Cabang Blauran
Surabaya.

c. Metode dokumentasi, peneliti mencari data mengenai hal-hal atau
variabel yang berupa catatan atau dokumen, yakni pengumpulan data
dengan cara menghimpun data yang berasal dari buku dan sumber lain
yangberkaitan dcngan masalah yang akan dibahas.” Adapun data yag
penulis himpun adalah mengenai peraturan-peraturan yang menjadi
pedoman dari pegadaian, surat-surat tanda transaksi dan data-data yang

berkaitan dengan pegadaian.

. Teknis Analisis Data

Data yang diperoleh dari sumber data dalam penelitian ini selanjutnya
akan di analisis secara kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang
menghasilkan data-data deskriptif dari pengamatan, interview atau sumber-

sumber tertulis. Adapun metode analisis data yang digunakan dalam

100.

2Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, Metode Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), h. 83-

25Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Ul Press, 1986), h. 201-205
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penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu pemaparan secara umum tentang
gadai (rahn) yang kemudian dilanjutkan dengan metode verifikasi, yaitu
mengklarifikasikan analisis akad sewa pada pembiayaan ARRUM

berdasarkan norma-norma Hukum Islam.

J. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang lebih luas skripsi ini, penulis mencoba
untuk menguraikan isi uraian pembahasannya sebagai berikut:

Bab pertama menguraikan: pendahuluan yang berfungsi sebagai
pengantar dalam memahami pembahasan bab nerikutnya. Pada bab ini terdiri sub
bab yang meliputi; latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan
masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penclitian, kegunaan hasil
penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sub bab terakhir adalah
sistematika pembahasan.

Bab kedua, landasan teori dari penelitian yaitu rahn (gadai) yang
meliputi: pengertian rahn, dasall' hukum rahn, rukun dan syarat rahn, hak dan
kewajiban rahn, hak dan kewajiban murtahin, pemanfaatan barang gadai, resiko
barang gadai, berakhirnya akad rahn (gadai). Jjarah (sewa) meliputi: pengertian
Ijarah, dasar hukum Jjjarah, rukun dan syarat jjarah, macam-macam dan sifat

Ijarah, waktu berakhirnya akad jjarah.
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Bab ketiga, pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh
penulis pada Pengadaian syariah Cabang Blauran Surabaya. Dalam bab ini
terbagi menjadi dua bahasan yaitu: perfama, tentang sketsa Pegadaian Syariah
Cabang Blauran Surabaya yang terdiri dari latar belakang berdirinya, produk-
produk Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya,keistimewaan Pegadaian
Syariah. Kedua, terdiri dari deskripsi tentang pelaksanaan gadai (rahn) dalam
produk ARRUM di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya.

Bab keempat, merupakan analisis hukum Islam terhadap aplikasi akad
sewa pada pembiayaan ARRUM di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya.

Bab kelima, bab ini merupakan bagian penutup antara lain berisi
kesimpulan dari hasil kajian terhadap pcrmasalahan yang ada, dan beberapa saran
yang dapat dijadikan sebagai bahan rekomendasi bagi kajian penclitian-

penelitian lain lebih lanjut.



BABII

RAHN DAN IJARAH DALAM ISLAM

A. RAHN (Gadai)

1. Pengertian dan Dasar Hukum Gadai

Y
Secara etimologi, rahn berarti ;«\3.\.51 P o J;iﬂ (tetap dan lama), yakni

2 o
tetap atau berarti é _931-“ ) ;«ev-“ (pengekangan dan keharusan).'

Menurut terminology syara, rahn berarti:

S0 3870 s ot . ° L 4 o
a0 3‘.4; o -,QA__; N
. P P

Artinya: ‘penahanan terhadap suatu barang dengan hak schingga dapat
dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut.”

Rahn dalam istilah hukum positif Indonesia disebut dengan barang
jaminan, agunan, rungguhan, cagar atau cagaran, tanggungan.’

Menurut kitab undang-undang hukum perdata, pasal 1150, gadai
adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu
barang bergerak.* Barang bergerak tersebut diserahkan kepada yang memberi

hutang oleh seorang yang mempunyai utang atau oleh orang lain atas nama

LRachmad Syafe’i, Figh Muamalah (Bandung: Pustaka Setia Budi, 2006), b. 159.
Ibid.
Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum

Perbankkan Indonesia, (Jakarta: Pustaka utama graffiti,1999), h. 75-76.

“Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta: Pradya pramita,

cet ke 3, 2003), 297

17
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orang yang mempunyai utang, seorang yang berutang tersebut memberikan
kekuasaan kepada orang yang memberi utang untuk menggunakan barang
bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang
berutang tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo.?

Selain berbeda dari kitab undang-undang Hukum Perdata, pengertian
gadai menurut ketentuan hukum adat adalah sebagai berikut: "menyerahkan
tanah untuk menerima pembayaran sejumlah uang secara tunai: Si penjual
(penggadai) tetap berhak atas pengembalian tanahnya dengan jalan
menebusnya kembali".®

Ada beberapa definisi ar-rahn yang dikemukakan para ulama figih
seperti yang telah diuraikan oleh Nasrun Harun yang dikutip dari kitab Asy-
syarh Ash-shagir bi Syarh ash-shawi, diantaranya adalah:

Ulama Malikiyah mendefinisikannya dengan:

s 08 E-PS

()Ydsdo\.mf&bu»bydww

-’ e o s

"Harta yan 18 dijadikan pemz]zknya sebagal jaminan utang yang bersifat
mengikat",

Menurut malikiyah, yang dijadikan barang jaminan (agunan) bukan
saja yang dijadikan barang jaminan (agunan) tidak harus diserahkan secara

aktual, tetapi boleh juga penyerahannya secara hukum, seperti menjadikan

Heri Sudarsono, Bauk dan Lembaga Keuangan Syariah, (Yogyakarta, Ekomisia, 2008), h.
164.

®Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam, (Jakarta:
Sinar Graﬁka 1994), h. 140.

"Nasrun Harun, Figih Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), h. 252.
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sawah sebagai jaminan (agunan), maka yang diserahkan itu adalah surat
jaminannya (sertifikat sawah).®

Ulama hanafiah mendefinisikannya dengan:

[ Y R ’. or - Ol /
&bg'd_“u‘olngudmw;tﬂijbddb \.@Ju,&Jav-
u...sswuﬁw” °’f,ﬂ41§
"Menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang, yang dapat dijadikan
pembayar utang apabila orang yang berutang tidak bisa membayar utangnya
itu,

Sedangkan ulama Syafiiyah dan Hambaliah mendefinisikan ar-rahn
dengan:

bb) g..l.;.::l:P \.GM ‘205\:.“: ,J..b M::’,L - (}x;-
"Menjadikan materi (barang) ¢ebaga1 jamman utang yang dapdl d/jadlkan
pembayar utang apabila orang yang berutang tidak bisa membayar utang
itu”.

Definisi yang dikemukakan syafi'iyah dan hanafiah di atas
mengandung pengertian bahwa barang yang boleh dijadikan jaminan
(agunan) utang itu hanyalah harta yang bersifat materi, tidak termasuk
manfaat sebagai mana yang dikemukakan ulama malikiah, sekalipun
sebenarnya manfaat itu, menurut mereka (syafi'iyah dan hanifiah), termasuk
dalam pengertian harta.’

Ar-rahn di tangan murtahin (pemberi utang) hanya berfungsi sebagai

jaminan utang rahin (orang yang berutang). Barang jaminan itu baru boleh

*Ibid.
? Nasrun Harun, Figilh Muamalab, b. 252.
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dijual/ dihargai apabila dalam waktu yang disetujui kedua belah pihak, utang
tidak boleh dilunasi orang yang berutang. Oleh sebab itu, hak pemberi
piutang hanya terkait dengan barang jaminan, apabila orang yang berutang
tidak mampu melunasi utangnya.

Hukum Islam tentang gadai adalah boleh (jaiz) berdasarkan Al-
Qur'an, sunah, dan ijma.m

Dalil Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi:

L5550 £k 5K 105 15 ol Je iS00

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai)

sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka bendal%a])

Dalam riwayat Bukhari, A’isyah Ummul Mu'minin r.a menccritakan:
-0 vrrr #.- ¥ o8.0 PRI p’,"..zf A ,olzoan_
A5 Ty Glb (634l e oy alle 1 (Lo ) S (573
"Rasulullah pernah membeli makanan dari orang yahudi dan ia menggadaikan
baju besimya”'?
Jumhur ulama menyepakati kebolehan status hukum gadai. Hal
dimaksud, berdasarkan pada kisah Nabi Muhammad saw. Yang
menggadaikan baju besinya untuk }nendapatkan makanan dari seorang

Yahudi. Para ulama juga mengambil indikasi dari contoh Nabi Muhammad

saw. tersebut, ketika beliau beralih yang biasanya bertransaksi kepada para

Sayyid Sabiq, Figh Sunpah Jilid 4, (Jakarta: Pena Ilmu Dan Amal, 2004), h. 187.
“"DEPAG RI, A/-Quran dan Terjemabnya, (Surabaya: mekar, 2002), h. 83.

2Abu Abdullah bin Muhammad bin Ismail, Sshil Bukhari jilid TII, (Beirut: Darul Fikr,
2000), h. 115.
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sahabat yang kaya kepada seorang Yahudi, bahwa hal itu tidak lebih sebagai
sikap Nabi Muhammad saw. yang tidak mau memberatkan para sahabat yang
biasanya enggan mengambil ganti ataupun harga yang diberikan oleh Nabi
Muhammad saw. keﬁada mereka."”

2. Rukun dan syarat gadai
a. Rukun rahn dan unsur-unsurnya

Rahn memiliki empat unsur, yaitu rahin (orang yang memberikan
jaminan), al-murtahin (orang yang menerima), a/-marhun (jaminan), dan
al-marhun bih (utang)."

Menurut ulama Hanafiyah, rukun rahn adalah ijab dan gabul dari
rahn dan murtahin, sebagai mana pada akad yang lain. Akan tctapi akad
dalam rahn tidak akan sempurna sebelum adanya penyerahan barang.

Adapun menurut ulama selain Hanafiyah, rukun rahn adalah
shighat, aqid (orang yang akad) marhun, dan marhin bih."

b. Syarat-syarat rahn
Dalam rahn disyaratkan beberapa syarat berikut:
1. Persyaratan Aqid.
Kedua orang yang akad harus memenuhi kriteria al-ahliyah,

memurut ulama syafi'iyah ahliyah adalah orang yang telah sah untuk

37 ainuddin Ali, Hukum Gadsi Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 8.
“Rachmad Syafe’i, Figh Muamalab, h. 162.
" bid.
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jual beli, yakni berakal dan mumayyiz, tetapi tidak disyaratkan harus
baligh. Dengan demikian, anak kecil yang sudah mumayyiz, dan
orang yang bodoh berdasarkan izin dari walinya dibolehkan
melakukan rahn.

Menurut ulama selain hanafiyah, ahliyah dalam rahn seperti
pengertian ahl/jyah dalam jual beli dan derma. Rahn tidak boleh
dilakukan oleh orang yang mabuk, gila, bodoh atau anak kecil yang
belum baligh. Begitu pula seorang wali tidak boleh menggadaikan
barang orang yang dikuasainya, kecuali jika dalam keadaan madarat
dan meyakini bahwa pemegangnya yang dapat dipercaya. "¢

2. Syarat sighat

Syarat sighat tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan
waktu yang akan datang. Misalnya, orang yang menggadaikan
hartanya mempersyaratkan tenggang pihak pegadai dapat
diperpanjang satu bulan tenggang waktu. Kecuali jika syarat itu

" mendukung kelancaran akad maka diperbolehkan sebagai contoh,
pihak penerima gadai meminta supaya akad itu disaksikan oleh dua

orang saksi.!’

'“Rachmad Syafe'i, figih, h. 162.
"z ainuddin Ali, Hukum Gadsi Syariah, h. 21.
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3. Syarat marhun bik (hutang)

Adalah merupakan hal yang wajib dikembalikan kepada orang
yang berhutang, hutang itu boleh dilunasi dengan agunan dan hutang
itu jelas.'®

4. Syarat marhun (barang agunan), menurut para pékar figh barang gadai

harus memenuhi syarat, antara lain:'’

a) Barang jaminan (agunan)itu boleh dijual dan nilainya seimbang
dengan hutang,

b) Agunan itu harus bernilai dan dapat dimanfaatkan menurut
ketentuan syariah Islam.

c) Agunan itu harus jelas dan tertentu.

d) Agunan itu milik sah debitur sendiri.

e) Agunan itu tidak terkait dengan hak orang lain.

f) Agunan itu merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran
dibeberapa tempat.

g) Agunan itu dapat diserahkan kepada pihak lain, baik materinya

maupun manfaatnya.

®Nasrun Haruen, Figh Muamalah, h. 255.
'Sutan Remy Sjahdesni, Perbankkan Islam, h. 79.
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3. Hak dan Kewajiban Rahin
Adapun hak-hak rahin adalah sebagai berikut:*
a. Berhak menjual marhun, tetapi harus seizin murtahin.
b. Meminta ganti rugi atas kerusakan marhun yang ada ditangan murtahin,
jika kerusakan disebabkan kelalaian murtahin.
c. Berhak memperpanjang kontrak gadai.
d. Meminta kembali barang yang dijadikan jaminan gadai, jika hutangnya
sudah lunas.
Adapun kewajiban rahin adalah sebagai berikut:*'
a. Menyerahkan marhun kepada murtahin.
b. Membayar semua hutang kepada murtahin.
¢. Mengganti biaya pemeliharaan marhun, jika marhun itu membutuhkan
biaya, tetapi jika tidak, maka rahin tidak berkewajiban mengganti biaya.
d. Memperpanjang kontrak gadai, jika sampai waktu jatuh tempo belum
bisa melunasinya, jika tidak mau barang yang dijadikan jaminan dilelang

oleh lembaga yang bersangkutan.

*Rachmad Syafe’i, Figh, h. 162-180.
1 Ibid,
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5. Pemanfaatan Barang Gadai

Dalam figih Islam barang gadai dipandang sebagai amanat ditangan
murtahin, sama halnya dengan amanat yang lain. Ia tidak harus membayar
kalau barang itu rusak, kecuali karena tindakan atau kelalaiannya. Murfahin
hanya bertanggung jawab untuk menjaga, memelihara dan berusaha
semaksimal mungkin agar barang tersebut tidak rusak atau berkurang
nilainya.?*

Sebagai amanat murfahin tidak diperbolehkan = memakai
memanfaatkan da mengambil hasilnya untuk kepentingan sendiri. Sedangkan
pengambilan manfaat barang gadai sama dengan giradh (semua pinjaman
yang mengambil manfaat) dan setiap giradh yang mengambil manfaat adalah

riba.”> Hukum riba dalam Islam adalah haram.

- 22

X ) Y ST P
Ot @b o S o)) by b rie o 23 S
Artinya: "Tiap-tiap jaminan yang dijalankan dengan manfaat oleh yang
meminjami maka itu hukumnya riba. (HR. Imam Haris Putera Abu
Usman)".”

*

Para ulama terkemuka berbeda pendapat mengenai pemanfaatan

barang gadai diantaranya:

Menurut Imam Syafi'i dalam kitab Al-Umm menjelaskan bahwa

*Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshori, Problematika Hukum (Jakarta, PT. Pustaka

firdaus), h. 62.

426.

BSayyid Sabiq, Figh Sunnab 12, h. 141.
26Moh. Machfuddin Aladip, Terjemal Bulughul Maram, (Semarang: CV. Toha Putera, tt), h.
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‘5 “ P :ol‘ PR o & 2
ot e g ) o 2 B
Artinya: "Manfaat dari barang jaminan adalah bagi yang menggadaikan tidak

ada sesvatupun dari barang gadai itu bagi yang menerima gadai n27

Dengan ketentuan di atas jelaslah bahwa yang boleh mengambil
manfaat dari barang jaminan adalah rahin (orang yang menggadaikan) bukan
murtahin (orang yang menerima barang gadai). Meskipun demikian, darang
yang menjadi jaminan gadai itu di tangan murfahin sebagai bukti
kepercayaan untuk rahin atas hutangnya.

Menurut sebagian ulama Hanafiyah membolehkannya murtahin
memanfaatkan barang gadai selama ada izin dari rahin, dan sebagian lainnya
tidak * membolehkannya sekalipun ada izin “dari’ pemiliknya. Bahkan
digkatagorikan sebagai riba. Sedangkan ulama Malikiyah berpendapat bahwa
murtahin boleh memanfaatkan barang gadai jika di izinkan oleh rahin atau
disyaratkan ketika akad dengan ketentuan barang yang digadaikan tersebut
merupakan barang yang diperjual belikan. Dengan demikian apabila syarat
tersebut tidak dipenuhi maka pemanfaatan barang gadai oleh murtahin adalah
batal. Namun apabila barang gadai tersebut berupa binatang ternak yang
berhak memanfaatkan barang gadai tersebut adalah rahin. Adapun pendapat
ulama Hanabilah berbeda dengan jumhur ulama, mereka berpendapat apabila
barang jaminan berupa binatang, murtahin boleh memanfaatkannya. Seperti

mengendarai atau mengambil susunya. Sekedar pengganti biaya yang

Y"Imam Syafi'i, A/-Unn Jilid II, (Beirut, Darul Fikr, 1990), h. 158.
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dikeluarkan untuk pemeliharaan binatang tersebut. Meskipun tidak diizinkan
oleh rahin. Adapun barang selain binatang tidak boleh dimanfaatkan kecuali

atas izin rahin®®

Pendapat ini di dasarkan pada sabda rasulullah SAW.

7 . ‘o 808y 0% - °,'\.. IR dos . 02 NPTy ‘o .
sa\@;ﬁgg»)sru,fggmgufm‘jjzjdu:Juu}gsop

e so, o 2 o .2 - g Lo~ " < _f‘,": P ,O:.’ 23 2 5 g0 S0 - /, g
&,’ﬂ_}g,afoﬁ Qs:\j\ ‘_;LG)L:_,AJAOK \J"/A.:R.Q.u uﬂ‘)ﬂ\‘)‘ljbﬁf o

. ,_ﬁ“

Artinya: "Dari Abu Hurairah berkata Rasulullah SAW , bersabda: Binatang
untuk kendaraan boleh dinaiki karena pembelian belanjanya jika
binatang tersebut di gadaikan, dan susu binatang perahan boleh di
minum karena pemberian belanjanya jika binatang tersebut
digadaikan dan kepada mercka yang mengendarai dan yang minum
ity harus memberikan belanjanya"?

Menjaminkan barang-barang yang tidak mengandung resiko biaya
perawatan dan yang tidak menimbulkan manfaat, seperti menjadikan bukti
pemilikan, bukan barangnya, sebagaimana yang berkembang sekarang ini
agaknya lebih baik untuk menghindarkan perselisihan antara kedua belah
pihak. Sehubungan dengan resiko dan manfaat barang gadai, lebih dari itu
masing-masing pihak di tuntut bersikap amanah. Pihak yang berhutang
menjaga amanah atas pelunasan hutang, sedangkan pihak pemegang gadai

bersikap amanah atas barang yang dipercayakan sebagai jaminan.*

28pachmat Syafe’i, Figh Muamalah, h. 173-174.
 Abu Abdullah bin Muhammad bin Ismail, Sahif Bukharijilid ITI, h. 116.

“Gufron A. Masadi, Figh Muamalah Kontekstual, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
2002), h. 179.
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6. Resiko Barang Gadai (marhumn)

Sesuatu kalau ada manfaatnya kadang juga mengandung resiko karena
memang sifatnya. Karena resiko merupakan dasar utama dari semua transaksi
keuangan Islam. Adapun resiko yang mungkin terjadi pada rahn apabila
diterapkan sebagai produk adalah:

a. Resiko tak terbayarkan hutang nasabah (wanprestasi) resiko ini terjadi
apabila nasabah kesulitan dalam melunasi kembali barang yang telah di
jaminkan karena beberapa alasan. Nasabah gadai dapat saja terbebas dari
kewajiban membayar cicilan dikarenakan dalam perjalanan waktu
nasabah berniat untuk mengorbankan barang gadainya.

b. Resiko penurunan nilai asset yang ditahan atau rusak walaupun telah
ditaksir nilai barang yang digadaikan kemungkinan adanya penurunan
nilai barang dari awal penafsiran akan terjadi, hal ini disebabkan oleh
berbagai masalah ekonomi misalnya, menurunnya nilai tukar rupiah
terhadap dolar.>!

Menurut Hanafi, murtahin yang memegang marhun menanggung resiko
kerusakan marhun atau kehilangan marhun, bila marhun itu rusak atau
hilang baik karena kelalaian (disia-siakan) maupun tidak. Sedangkan

menurut Syafi'iyah murtahin menanggung resiko kehilangan atau

*'Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, h. 188.
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kerusakan marhun bila marhun itu rusak atau hilang karena di sia-siakan
murtahin®
7. Berakhirnya Akad Rahn
Rahn di pandang habis dengan beberapa keadaan seperti
membebaskan utang, hibah, membayar hutang dan lait;-lain yang akan di
jelaskan dibawah ini:*
a. Borg di serahkan kepada pemiliknya
b. Dipaksa menjual Borg
c. Rahin melunasi semua hutang
d. Pembebasan hutang
c. Pembatalan rahn dari pihak murtahin
f. Rahin meninggal
g. Borgrusak

h. Tasarruf (mengendalikan harta).

B. IJARAH (Sewa)
1. Pengertian dan Dasar Hukum ljarah
Lafal jjarah berasal dari kata al-gjru yang artinya al-iwadu (ganti)
yang berarti upah, sewa, jasa atau imbalan>® Jjarah merupakan salah satu

bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia.

*’Hendi Suhendi, Figh Muamalah, (Jakarta: PT. Raja Grafind Persada, 2008). h. 109-110.
33 Rachmat Syafe’i, Figh Muamalsh, h. 178-179.
“Sayyid Sabiq, Figh Sunnah, b. 7.
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Seperti halnya sewa-menyewa, kontrak atau menjual jasa. Jjarah secara
umum adalah kepemilikan jasa dari seorang gjir (orang yang dikontrak
tenaganya) oleh musta’jir (orang yang mengontrak tenaga), serta transaksi
terhadap jasa tetapi dengan disertai kompensasi (imbalan).*®

Secara terminologi, ada beberapa definisi jjarah yang di kemukakan
para ulama figh seperti yang telah diuraikan oleh Nasrun Harun yang dikutip
dari kitab mugni al-mubtaj>®

Pertama, ulama Syafi'iyah mendefinisikan dengan:

()L'uup):u bb}'\} J.L.U dl:b 4;-\.:; A;Sl;:o 333:4.;2«“‘_;[;1:33

s - g r oz

"Transaksi terlzadap suatu pemzlaran manféat yang jelas* di tzyu maksudnya
dari svatv barang yang dipinjam derigan mengganti imbalan (upak)'.

Kedua, ulama Malikiyah dan Hanafiyah mendefinisikannya dengan:

P P

up)u(jl&oabbuweudlw

Artinya: "Pemilihan manfaat sesuvatu yang diperbolehkan dalam waktu
tertentu dengan suatu imbalan"’

Dari definisi di atas, maka dapat di pahami bahwa jjarah adalah
menukar sesuatu dengan adanya imbalan dalam waktu tertentu sesuai dengan
kesepakatan bersama.

Dasar-dasar hukum atau rujukan ijarah adalah Al-Qur'an dan as-

sunnah.

»Taqyuddin Nabani, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Hukum Islam,
(Jakarta: Rlsalah Gusti, 1999), h. 83.
3Nasrun Haruen, Figh Muamalsh, h. 228.
¥ Ibid, h. 229.
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Dasar hukum Jjarah dalam al-Qur'an surat Az-Zukhruf ayat 32:

¢ 4.

R T ot PV B4 hd
ijj L‘.’.L‘ e).od éﬁ‘&wrruwuﬁ JJWJQMA‘

@b s 'L:;_;-;JJJJJ bﬂ@;w&dw)b}ﬁaadﬁ

Artinya: "Apakah mercka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? kami Telah
menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan
dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian
yang lain beberapa derajat, agar sebagian mercka dapat
mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih
baik dari apa yang mereka kumpulkan.*®

a. Landasan sunnah jjarah yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari:

p;ww&&xt};a@i&ww,wuu\ﬁ)s Y

o2 # ’}//r/ 08 .. %

e -gfud,.m N,Jﬁyjru,wm‘jy”.wj =46
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Artinya: "Dari Urwah bin Zubair, bahwa Aisyah R.a berkata: Rasulullah
SAW dan Abu Bakar pernah mengontrak (tenaga) orang Bani
Dail sebagai petunjuk jalan, sedangkan orang tersebut beragama
seperti orang kafir Quraisy. Beliau kemudian memberikan kedua
kendaraannya kepada orang tersebut. Beliau lalu mengambil
Jjanji dari orang tersebut (agar berada) di gua Tsur, setelah tiga
malam, dengan membawa kedua kendaraan beliau pada waktu
subuh pada hari ketiga"”

b. Landasan ijma Jjarah
Mengenai disyariatkan fjarah, semua umat sepakat tak seorang
pun yang membantah kesepakatan (ijma) ini, sekalipun ada beberapa

orang diantara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak

} 8Depag RI, al-Qur'an dan Terjemahannya, h. 79.
* Abu Abdullah bin Mubammad bin Ismail, Sakik Bukharijilid II1, h. 48.
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dianggap.*® Dan berdasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)
No: 09/ DSN-Mul/IV/ 2000 tentang pembiayaan Jjarah.
2. Rukun dan Syarat Jjarah
Dalam sebuah akad atau perjanjian ini akan menjadi sah apabila telah
memenuhi rukun dan syarat dari akad tersebﬁt, adapun menurut jumhur
ulama rukun jjarah ada empat yaitu:*!

1. Mu’jir dan musta’jir yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau
upah mengupah. Mu’jir adalah yang memberikan upah dan yang
menyewakan, musta’jir adalah orang yang menerima upah untuk
melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu, disyaratkan pada mu’jir
dan musta’jir adalah baligh, berakal, cakap melakukan fasharruf
(mengendalikan harta), dan saling meridai. Allah SWT. Berfirman dalam

surat an-Nisa’ ayat 29 yang berbunyi:
.. : Eo# g vae Az oK. ., Py
oF 52 55 ol V) gl cemiy Sgal iglesl i il il
z L . o z.gea C AL EL Mo 2 T oa .z
®L~e~3}§305w :)} ".i..m I5ka5 Ny > el

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan

pemiagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara
kamu...”®

““Sayyid Sabiq, Figh sumnabh, jilid 13, (Bandung: PT. Al Ma'arif, 1987), h. 11.
*! Hendi Subendi, Figih, h. 117-118.

“2 DEPAG RI, A/-Qur'an dan Terjemabanys, (Jakarta: Mekar, 2002), h. 107-108.
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Bagi orang yang berakad jjarah juga disyaratkan mengetahui
manfaat barang yang diakadkan dengan sempurna sehingga dapat mencega
terjadinya perselisihan.

. Shighat ijab qabul antara mu’jir dan musta’jir. Ijab gabul sewa menyewa

misalnya: “aku sewakan mobil ini kepada mu setiap hari Rp. 5.000, maka

musta’jir menjawab “aku terima sewa mobil tersebut dengan harga

demikian setiap hari”.

Ujrah. Disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik

dalam sewa menyewa maupun dalam upah mengupah.

. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah

mengupah, disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa

syarat berikut ini:

a. Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa menyewa dan upah
mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.

b. Hendaklah benda yang menjadi objek sewa menyewa dan upah
mengupah dapat diserahkan kepada penyewa.

c. Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah
(boleh)menurut syara bukan hal yang dilarang (diharamkan).

d. Benda yang disewakan disyaratkan kekal ‘ain (zat)-nya, hingga waktu

yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.
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3. Macam-macam dan Sifat Jjarah
Dilihat dari segi obyeknya Jjarah di bagi menjadi dua macam:

a. ljarah yang bersifat manfaat (benda), missal: sewa menyewa took,
kendaraan, pakaian, perhiasan, dan sebagainya.

b. Ijarah yang bersifat pekerjaan (jasa) disebut juga Zjarah ‘ala-a'mal, yaitAu:
dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu
pekerjaan, 7jarah semacam ini dibolehkan seperti buruh bangunan,
satpam, tukang jahit dan sebagainya.”’ upah mengupah atas sebuah
pekerjaan atau jasa seseorang atau jasa di kenal dengan jjarah ‘ala-a'mal
terbagi menjadi dua:

1. [ljarahkhusus

Yaitu yang dilakukan seseorang pekerja, hukumnya orang yang
bekerja tidak boleh bekerja selain dengan orang yang telah memberinya
upah.

2. Ijarah musytarik

Yaitu Zjarah yang dilakukan secara bersama-sama atau melalui

kerjasama. Hukumnya dibolehkan bekerja sama dengan orang lain.*

“ M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, (Jakarta, Pustaka Grafindo
Persada, 2003), h. 236.
“Syafe’i, Figh Muamalah, h. 134.
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Perbedaannya kalau ijarah merupakan suvatu perjanjian (akad) untuk
mengambil manfaat baik suatu benda maupun jasa, sedangkan jjarah (upah)
adalah imbalan atau balasan dari manfaat yang dinikmati.*’

. Berakhirnya Akad Jjarah

Para ulama figh menyatakan bahwa akad ijjarah akan berakhir apabila
terjadi hal-hal berikut ini:*

a. Menurut ulama Hanafiyah, jjarah dipandang habis dengan meninggalnya
salah seorang yang berakad, sedangkan ahli waris tidak memiliki hak
untuk meneruskannya. Adapun menurut jumhur ulama, jjarah itu tidak
batal, tetapi diwariskan.

b. Pembatalan akad.

c. Terjadi kerusakan pada barang yang disewa. Akan tetapi, menurut ulama
lainnya kerusakan pada barang sewaan tidak menyebabkan habisnya
Ijarah, tetapi harus diganti selagi masih dapat diganti.

d. Habsis waktu, kecuali ada uzur.

S Ibid.
“8 Syafe’i, Figih Muamalah, h. 137.



BAB II
DATA UMUM TENTANG AKAD SEWA PADA PEMBIAYAAN AR-RAHN
USAHA MIKRO (ARRUM) DI PEGADAIAN SYARIAH
CABANG BLAURAN SURABAYA

A. Gambaran Umum Pegadaian Syariah Blauran
1. Latar Belakang Berdirinya Pegadaian Syariah

Seiring  dengan  perkembangan  serta  peluang  dalam
mengimplementasikan rghn atau gadai syariah, maka perum pegadaian
bekerjasama dengan PT. Bank Muamalat Indonesia melaksanakan rahn
sebagai diversifikasi_usaha bagi Perum Pegadaian dengan Bank muamalat
tcntang gadai syariah pada tanggal 16 Mei 2002. Produk yang disalurkan
adalah gadai syariah (rahn) yang mulai di luncurkan scjak Januari 2003.'

Pegadaian Syariah Blauran Surabaya didirikan dalam rangka mejawab
semua kebutuhan sebagian konsumsi baik pinjam meminjam yang aman
tenpa riba atau sesuai dengan ketentuan syara. Pendirian Pegadaian Syariah
ini merupakan perwujudan dari keberhasilan lembaga-lembaga seperti
asuransi dan bank syariah yang semakin dinikmati oleh masyarakat.

Pendirian gadai syariah ini selain mencari keuntungan juga
mengembangkan bisnis mulia yakni mensejahterakan masyarakat golongan
menengah ke bawah yang berupa penyaluran pinjaman dana bagi yang

membut uhkan.

'Sumber data di dapat dari laporan kinerja usaha gadai syariah TW 1 2006. A-2

37
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Peresmian Pegadaian Syariah Blauran Surabaya ini didirikan dan
diresmikan oleh Direktur Utama Kanwil Perum Pegadaian Surabaya Bapak
Dedy Kusdedi, SE. pada tanggal 1 April 2006. Cabang Pegadaian Syariah
Blauran Surabaya ini juga merupakan cabang dari Kantor Wilayah Perum
Pegadaian yang terletak di JI. Dinoyo No. 79 Surabaya.’

Pada tahun 2008 Pegadaian Syariah Blauran meluncurkan produk
baru yakni produk Ar-rahn Usaha Mikro (ARRUM). ARRUM adalah skim
pemberian pembiayaan berprinsip berprinsip syariah bagi para pengusaha
mikro dan kecil untuk keperluan usaha yang didasarkan atas kelayakan usaha.
Pembiayaan diberikan dalam jangka waktu tertentu dengan pengambilan
pinjaman dilakukan sccara angsuran dengan menggunakan konstruksi
penjaminan sccara fidusia.

Diharapkan dengan hadirnya Pegadaian Syariah Blauran Surabaya
yang menawarkan solusi pendanaan yang cepat, praktis dan menentramkan
ini dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan adanya jasa dalam bentuk
pinjaman yang berbasis pada syariah.

2. Produk yang Ditawarkan
Adapun produk—produk yang ditawarkan Pegadaian Syariah Blauran

Surabaya sebagai berikut:

? Wawancars, dengan Bapak Tuhu Amuji, SE, selaku menejer Cabang Blauran, tanggal 13
Mei 2010
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1) Penyaluran pinjaman secara gadai yang di dasarkan pada penerapan
prinsip syariah Islam dalam transaksi ekonomi secara syariah (gadai emas
biasa).

2) Pembiayaan ARRUM (ar-rahn untuk usaha mikro kecil), yaitu
pembiayaan yang dikhususkan untuk UMKM (Usaha Mikro Kecil
Menengah) dengan objek jaminan berupa BPKB (Bukti Pemilik
Kendaraan Bermotor).

3) Pembiayaan mulia ( Murabahah logam mulia untuk investi abadi), yaitu
penjualan logam mulia oleh pegadaian kepada masyarakat secara tunai
dengan ansuran dan jangka waktu fleksibel?

3. Keistimewaan Pegadaian Syariah
a. Proses Cepat
Nasabah dapat memperoleh pinjaman dalam waktu yang
relatif cepat, proses administrasi, dan jangka waktu yang fleksibel.
b. Caranya Mudah
Prosedur sangat mudah, tanpa persyaratan yang berbelit-belit,
cukup dengan membawa marhun yang akan digadaikan dengan bukti
kepemilikan atau hanya bengan melampirkan identitas serta tak perlu

membuka rekening atau cara lain yang merepotkan.

SSumber data di dapat dari, Kutipan Dokumen atau Brosur-Brosur Pegadaian Syariah
Blauran Surabaya



c. Biaya yang Tidak Memberatkan
Cukup dengan membayar uang muka sesuai dengan
kesepakata dan biaya administrasi yang sangat ringan.
d. Jaminan keamanan atas barang
Pegadaian syariah akan memberikan jaminan keamanan atas
barang yang diserahkan oleh rahin kepada muwtahin dan
diasuransikan.
e. Cicilan yang ringan
Memberikan keringanan dalam melakukan angsuran atas

hutang yang diberikan pihak pegadaian sesuai dengan kesepakatan.

B. Aplikasi Akad Sewa Pada Pembiayaan ARRUM di Pegadaian Syariah Cabang
Blauran Surabaya.
1. Penyerahan dan Prosedur Penyerahan Pembiayaan ARRUM
a. Persyaratan Pengajuan Pembiayaan ARRUM adalah sebagai berikut:*
1. Calon nasabah merupakan pengusaha mikro kecil dimana usahanya
telah berjalan minimal 1 tahun.
Melampirkan :
a) Copy KTP dan Kartu Keluarga (KK)

b) Copy KTP Suami/Istri

*Sumber data di ambil dari buku operasional pada produk ARRUM dan hasil wawancara
dengan Bapak Tuhu Amuji
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¢) Copy Surat Nikah
d) Copy dokumen usaha yang sah (bagi pengusaha informal cukup
menyerahkan surat keterangan usaha dari kelurahan atau Dinas
terkait)
¢) BPKB asli Kendaraan bermotor
f) Copy rekening Koran/tabungan (jika ada)
g) Copy pembayaran listrik dan telpon
h) Copy pembayaran PBB
i) Copy laporan keuangan usaha
2. Memiliki kendaraan bermotor (mobil/motor) sebagai aguan
pembiayaan.
3. Mecmiliki identitas jelas (KTP dan Kartu Keluarga)
4. Memiliki surat keterangan usaha
5. Memenuhi kriteria kelayakan usaha.
b. Prosedur Penyaluran Pembiayaan ARRUM adalah sebagai berikut :°
1. Rahin mengisi formulir aplikasi pembiayaan ARRUM
2. Melampirkan dokumen-dokumen usaha, agunan, serta dokumen
pendukung lainnya.
3. Petugas pegadaian memeriksa keabsahan dokumen-dokumen yang

dilampirkan.

S Ibid,
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4. Petugas pegadaian melakukan survey analisis kelayakan usaha
serta menaksir agunan.
5. Penandatanganan akad pembiayaan.
6. Pencairan pembiayaan.
2. Bentuk kontrak perjanjian pada produk ARRUM
Bentuk kontrak perjanjian pada produk ARRUM adalah sebagai
berikut:®
a. Akad Rahn
Sebelumnya para pihak menerangkan bahwa rahin membutuhkan
pinjaman dana dari murtahin dan sebagai jaminan atas pinjaman dana
terscbut, rahin menggadaikan harta miliknya yang sah (marhun) secara
sukarela kepada murtahin untuk maksud tcrsebut para pihak membuat
dan menandatangani akad ini dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Murtahin memberikan fasilitas pembiayaan kepada rahin sejumlah
uang yang telah ditentukan oleh murtahin, dan rahin menyatakan
setuju dan menerimanya.

2. Murtahin menerima barang milik rahin yang digadaikan kepada
murtahin sebagai jaminan pelunasan pembiayaan.

3. Atas transaksi rahn tersebut di atas, rafin dikenakan biaya

administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

SData diambil dari form ARRUM, dan hasil wawancara dengan Bapak Tuhu Amuji SE,,
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4. Penyerahan jaminan dilakukan secara fidusia dan menggunakan akad
jaminan fidusia yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari akad
ini.

5. Untuk melaksanaan pembebanan jaminan secara fidusia, rah/n dengan
ini memberikan kuasa khusus kepada murtahin yang tidak dapat
dicabut kembali.

6. Apabila karena suatu hal dan murtahin berpendapat bahwa nilai
marhun menjadi turun atau marhun rusak, hilang atau musnah, maka
rahin berkewajiban membayar sejumlah uang untuk menutupi
kekurangan nilai jaminan atau menyerahkan barang miliknya yang
lain sebagai jaminan tambahan, hingga nilainya dapat menutupi
hutang rahin kepada murtahin.

b. Akad ljarah

Para pihak membuat dan menandatangani akad ini dengan
ketentuan sebagai berikut:
(1) Besarnya jjarah ditetapkan sebesar yang ditentukan oleh pihak
pegadaian untuk selama jangka waktu pembiayaan.
(2) Besarnya fjarah disetorkan oleh rahin secara angsuran bersamaan
dengan pembayaran angsuran pokok pembiayaan kepada

murtahin.



(3) Murtahin dibenarkan melakukan perubahan tarif jjarah tanpa
meminta persetujuan terlebih dahulu kepada rahin. Perubahan
tarif ijarah akan diberitahukan terlebih dahulu kepada rahin dan
baru akan berlaku pada saat membayar angsuran bulan
berikutnya.

(4) Apabila sebelum jangka waktu pembiayaan berakhir, rahin
melakukan pembayaran pelunasan pembiayaan secara sekaligus
(dipercepat), maka rnurtahin akan mengembalikan titipan ijarah
setelah dihitung berdasarkan tabel diskon ijarah yang ditetapkan

oleh murtahin,

3. Aplikasi dan Mekanisme Pembiayaan ARRUM

Munculnya produk ARRUM adalah dikarcnakan masyarakat
mempunyai kesulitan dibidang permodalan, sedang benda yang akan
dijadikan sebagai jaminan hutang masih dibutuhkan untuk kepentingan
usahanya. Ketentuan gadai yang mensyaratkan benda jaminan dikuasai oleh
kreditur merupakan kesulitan yang mereka hadapi.’

Oleh sebab itu pegadaian syariah Blauran memberikan fasilitas
berupa pembiayaan Ar-rahn Usaha Mikro (ARRUM), dimana pegadaian
syariah membantu para nasabah dalam pengembangan usahanya dan dapat

membantu untuk alat transportasi, karena dalam produk ini hanya

2010

"Data didapat dari hasil wawancara dengan Bapak Tuhu Amuji, SE., pada tanggal 20 Mei
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menyerahkan bukti kepemilikan barang (BPKB), fisik barang gadai tetep
berada ditangan rahin, sehingga nasabah dapat terbantu dengan adanya
produk ini.

Dalam aplikasi pembiayaan ARRUM, pihak murtahin memberikan
dana  untuk pengembangan usaha nasabah dan nasabah menerima
pembiayaan dengan syarat memberikan jaminannya kepada murtahin.
penyerahan barang jaminan menggunakan jaminan fidusia, pihak murtahin
hanya memegang BPKB.

Praktek dalam produk ARRUM ini menggunakan akad sewa, yakni
pihak murtahin mengenakan tarif ijarah kepada rahin, karena murtahin
memberikan fasilitas tempat untuk penyimpanan barang gadai, maka dar itu
pihak rahin dikenakan tarif jjarah terscbut. dalam produk ARRUM ini barang
yang disimpan berupa BPKB.

Pegadaian memberikan pembiayaan ARRUM ini bertujuan untuk
menolong nasabah agar barang gadainya masih bisa dipergunakan untuk
menjalankan usahanya.®
Biaya-biaya dalam Pembiayaan ARRUM

Biaya-biaya dalam pembiayaan ARRUM adalah biaya administrasi
untuk motor sebesar 10.000 sedangkan untuk mobil 200.000. Selain itu

nasabah juga di haruskan membayar baiya asuransi, untuk angsuran 12 bulan

8 Ibid,



biaya asuransinya sebesar 0,9% dari besarnya uang pinjaman, untuk angsuran
18 bulan biaya asuransinya sebesar 1,05 %. Sedangkan untuk 24 bulan biaya
asuransinya sebesar 1,2 %, dan untuk angsuran 36 bulan biaya asuransinya
sebesar 1,5 %.°
Objek Jaminan Pembiayaan ARRUM (Marhun)
Objek jaminan pembiayaan ARRUM merupakan jaminan tambahan
dari perjanjian pokok berupa akad pembiayaan antara Manajer Cabang
Pegadaian Syariah selaku penyalur dengan pengusaha mikro-kecil selaku
penerima pembiayaan (rahin). Untuk sementara objek jaminan pembiayaan
dibatasi hanya kendaraan bermotor roda empat atau lebih, baik plat hitam
maupun plat kuning, dan kendaraan bermotor roda dua. yang memecnuhi
syarat berikut :'°
a. Kendaraan bermotor tersebut adalah milik sendiri yang dibuktikan
dengan nama yang tertera di BPKB dan STNK sama dengan KTP;

b. Bila kendaraan bermotor tersebut milik isteri/suami, maka harus
menyertakan surat persetujuan menjaminkan kendaraan. Identitas
pemberi persetujuan harus sama dengan identitas pada BPKB kendaraan

yang digunakan. Kendaraan yang digunakan hanyalah kendaraan

isteri/suami.

SHasil waawncara dengan Bapak Tuhu Amuji, tanggal 05 juni 2010
1°Buku Operasional pada produk ARRUM dan hasil wawancara dengan Bapak Tuhu Amuji
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c. Jenis dan merk kendaraan merupakan jenis dan merk yang sudah dikenal
dan umum digunakan masyarakat serta pemasarannya tidak sulit, yaitu
kendaraan dengan spesifikasi sebagai berikut :

Tabel Merek Dan Jenis Kendaraan'!

Negara Tahun Pembuatan Merk/Jenis
Pembuat

Jepang 15 Thn terakhir | Merk : Toyota, Honda, Suzuki,
dengan kondisi | Daihatsu, Mitsubishi, Mazda, Ni ssan

fisik 75% JENIS : Model van, pickup, sedan, dan

jeep

Eropa 10 Thn terakhir | Merk : BMW, Marcedes-Benz, Opel,
dengan kondisi | Audi, jagur, Pcugcot, Volvo, VW

fisik 75% JENIS : Model van, pickup, sedan, dan

jeep.

Korea 10 Thn terakhir | Merk :KIA, Hyundai, dan Daewoo

dengan kondisi | JENIS : Model van, pickup, sedan, dan

fisik 75% jeep

d. Sistem dan prosedur menaksir agunan kendaraan bermotor dengan
batasan sebagaimana dijelaskan dalam butir c) tersebut, supaya
mengikuti ketentuan perusahaan tentang tata cara penerimaan agunan

kendaraan bermotor yang masih berlaku di PERUM Pegadaian;

""Buku Operasional pembiayaan ARRUM, IV. A. 6
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¢. Berplat nomor Polres/Polda setempat;

f. Sebagai tindakan ntisipasi terhadap penyalahgunaan BPKB, maka setelah
proses hutang piutang disepakati, supaya dilakukan proses blokir BPKB
atas biaya rahin. Tetapi bila proses blokir tidak bisa dilayani oleh
Polres/Polda setempat, Manajer CPS supaya membuat suart
pemberitahuan ke Kapolres (Unit Regiden) bahwa BPKB atas nama rahin
tersebut sedang dijaminkan sebagai agunan pembiayaan di Cabang
Pegadaian Syariah selama jangka waktu pembiayaan. Pada saat
pembiayaan dilunasi supaya dibuat surat pencabutan blokir/surat
pemberitahuan pelunasan pembiayaan. Proses pencabutan blokir supaya
diurus dan dibiayai oleh rahin.

g. Satu perjanjian hutang piutang ARRUM diperbolchkan didukung sampai
dengan 3 jenis marhun (agunan), asalkan semua agunannya memnuhi
persyaratan yang ditetapkan dan sudah dibaliknamakan atas nama calon
rahin atau setidaknya atas nama isteri/suami

h. Khusus kendaraan bermotor roda empat atau lebih dengan plat kuning,
selain harus memenuhi persyaratan yang dibutuhkan, juga harus
dilengkapi dengan Surat Izin Trayek dan Buku Kir dari Dinas Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan Raya setempat yang masih berlaku.

Perikatan marhun (agunan) dalam skim pembiayaan ARRUM ini

dilakukan dengan cara fiducia. Untuk perikatan agunan secara fidusia ini,
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kepada rahin supaya dijelaskan bahwa marhun sebagai objek jaminan dari
pembiayaan ARRUM ini meski berada di bawah kekuasaan rahin secara fisik,
tetapi hak kepemilikan sudah berada di cabang pegadaian syariah selama
menjadi marhun (agunan) pembiayaan ARRUM. Sebagai konsekuensinya
rahin wajib memelihara dan merawat dengan baik objek jaminan tersebut
serta bertanggung jawab terhadap resiko kehilangan / kerusakan barang
tersebut.
. Penaksiran Barang Jaminan
Untuk mendapatkan pinjaman, maka seorang wajib menyerahkan
barang jaminannya kepada penaksir yang akan menaksir barang jaminan itu,
setelah barang di taksir dan sudah tepat taksirannya, maka barulah penaksir
menetapkan uang pinjaman yang dapat di terima olch debitur. Adapun
penetapan / penentuan taksiran oleh juru taksir, tidak atas permintaan
peminjam dan itu merupakan kewenangan mutlak dari juru taksir."?
Dalam menaksir barang jaminan, yang dipakai adalah :
a. Tahun Pembuatan
Dari sini juru taksir dapat melihat dari surat-suratnya (BPKB dan
STNK) kapan barang jaminannya itu di buat, jika sudah lama, maka

taksirnya akan lebih rendah dari pada yang baru.

2 Intervew, dengan Bapak Tito Catur Jatmiko selaku juru taksir
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b. Jenis Barang Jaminan
Pada kategori ini, juru taksir melihat apakah yang di jadikan ini
mobil / motor, jika mobil termasuk jenis apa mobil yang di jadikan
jaminan tersebut. Sebaliknya motor juga begitu.

c. Kondisi Barang Jaminan

Dapat di lihat kondisi barang yang di jaminkan, apakah masih
bagus ataukah ada kerusakan di bagian tertentu."
7. Penetapan Marhun Bih (Nilai pembiayaan)

Skim pembiayaan ARRUM ini mempunyai resiko yang lebih tinggi
jika dibandingkan dengan pembiayaan skim ar-rahn yang telah berjalan. Oleh
karena itu dalam penentuan marhun Bih (Nilai Pembiayaan) supaya
memperhatikan hal-hal sebagai berikut :'*

a. Dasar utama penyaluran pembiayaan harus dari analisis kelayakan usaha,
artinya pembiayaan ARRUM hanya diberikan kepada para pengusaha
mikro kecil yang "lolos uji analisis kelayakan usaha", yaitu pengusaha
yang karakternya memenuhi persyaratan yang ditentukan serta tidak
diragukan kemauan dan kemampuan membayar kembali seluruh
kewajibannya. Oleh karena itu dalam proses penyaluran pembiayaan
mutlak harus dilakukan peninjauan usaha rahin dengan bukti berupa foto

lokasi usaha rahin foto kegiatan usaha dan dilakukan analisis kelayakan

B 1bid.

“Buku operasional pada produk ARRUM dan hasil wawancara dengan Bapak Tuhu Amuji,
tanggal 21 Mei 2010
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usaha secara teliti dengan berpedoman pada Buku Suplemen Aanalisis
Kredit Kelayakan Usaha Pegadaian.
. Dari analisis kelayakan usaha ini akan diperoleh kesimpulan tentang
layak/tidaknya seorang calon rahin diberi pembiayaan. Disamping itu
akan diperoleh hasil perhitungan marhun bifh (nilai pembiayaan) yang
bisa diberikan. Perhitungan penetapan besar marhun bih (nilai
pembiayaan) yang pertama kali diberikan kepada rahin supaya dihitung
dari kemampuan bayar bulanan yang bersangkutan. Nilai pembiayaan
yang bisa diberikan berdasarkan perhitungan ini adalah 1/3 dari rata-rata
laba 1 bulan dari usaha yang dijalani dikalikan jangka waktu
pembiayaan. Untuk keperluan pendidikan kepada calon rahin dan
menjamin keseriusan dalam berusaha maupun mengangsur, maka
besarnya perhitungan berdasarkan kemampuan bayar dari laba usaha tadi
harus disesuaikan dengan nilai taksiran marhun (agunan) yang
diserahkan. Maksimum marhun bikh (nilai pembiayaan) ditetapkan
sebesar 70% dari Harga Pasar Setempat marhun (agunan).
Dari hasil kedua formulasi tersebut, harap diambil nilai yang terendah
antara perhitungan berdasar kemampuan bayar dengan perhitungan
berdasar nilai marhun (agunan).

Apabila hasil perhitungan berdasarkan kemampuan bayar lebih

besar dibanding dengan perhitungan berdasarkan HPS marhun, maka
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marhun Bih (nilai pembiayaan) supaya ditentukan berdasarkan HPS
marhun. Sedang apabila sebaliknya, maka marhun bih (nilai pembiayaan)
ditetapkan berdasarkan kemampuan bayar dari laba usaha.'®

Contoh perhitungan sederhana perolehan laba usaha dengan melihat

cash flow:

Pendanaan Rata-rata Per bulan : Rp. 40.000.000,-

Biaya Penjualan : Rp. 28.000.000,—

Kas masuk (laba kotor) dalam 1 bulan : Rp. 12.000.000,-

Biaya gaji karyawan : Rp. 3.000.000,-
Biaya telpon, listrik, dll : Rp. 1.200.000,-

Biaya-biaya umum (iuran keamanan, sampah, dsb) :Rp.  300.000,-

Biaya sewa tokoh/lahan usaha s : Rp. 1.000.000,-
Total biaya (kas keluar) : Rp. 5.500.000,-

Laba bersih = Kas masuk — kas keluar
= Rp 12.000.000,- Rp 5.500.000,-
= Rp 6.500.000,-
Untuk menentukan jumlah angsuran yang kira-kira mampu di bayar
oleh calon Rahin Per bulan :
1/3 x kas Akhir =1/3 x Rp 6.500.000,-

=Rp 2.166.700,-

S 1bid.
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Misal : Jangka waktu 12 bulan
Kemampuan mengangsur =Rp 2.166.700,-
Besarnya pinjaman maksimum Rp 2.166.700,- x 12 bulan = Rp 26.000.400,-
di bulatkan Rp 26.000.000,-
8. Jangka Waktu Pembiayaan dan Jjarah

Jangka waktu pembiayaan selama 12 (dua belas) bulan, 18 (delapan
belas) bulan, 24 (dua puluh empat) bulan, dan 36 (tiga puluh enam) bulan
dengan pengembalian pembiayaan di lakukan secara angsuran (cicilan) tiap
bulan, atas pembiayaan ini.

Besarnya tarif 7jarah adalah 0,7 % dari harga barang gadai / besarnya
taksiran barang yang di tinjau dari harga pasar setempat.

Sebagai contoh perhitungan besarnya taksiran dan besarnya tarif
ijarah adalah sebagai berikut : Bapak Teguh yang beralamat di Jl. Sencaki
Selatan No. 66, Pada Tanggal 15 Desember 2009 mendatangi pegadaian
untuk menggadaikan sepeda motornya yang bermerk Vega R keluaran tahun
2007.'S Juru taksir menaksimnya sebesar Rp. 8.000.000,- berdasarkan harga
pasar setempat, dan Bapak Teguh mendapatkan Pembiayaan sebesar :'’
Pembiayaan = 70 % X besarnya taksiran

=70 % x 8.000.000,-

= 5.600.000,-

'*Wawancara dengan Bapak Teguh, selaku nasabah di Pegadaian Syariah Blauran Surabaya
""Sumber data di ambil dari ketentuan pelaksanaan akad dalam Pasal-pasal Form ARRUM,
tanggal 21 Desenber 2009
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Sedangkan tarif ijarahnya 1 tahun sebesar :
Jjarah =0,7 % x besarnya taksiran
=0,7 % x 8.000.000,-
= 56.000,-
56.000x 12 =672.000,-
Pelunasan Pembiayaan
Pelunasan pembiayaan dapat dilakukan melalui pembayaran
pembiayaan secara angsuran (cicilan) setiap bulan sampai tanggal jatuh
tempo atau pun dengan pelunasan sekaligus sebelum tanggal jatuh tempo.
1. Angsuran Bulanan
Pelunasan pembiayaan dilakukan dengan cara angsuran bulanan
yang jumlahnya sama. Angsuran bulanan terdiri dari cicilan pokok

pembiayaan ditambah angsuran jjarah perhitungan sebagai berikut :

Keterangan :

MB = Marhun bih (Nilai Pembiayaan)

ljarah = Tarif ijarah selama jangka waktu pembiayaan
N = Jangka waktu pembiayaan

Contoh :

Nilai pembiayaan (MB) : Rp 12.000.000,-
Jangka Waktu : 12 bulan

Jjarah 1 tahun : Rp. 1.440.000,-
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Rp12.000.000,- + Rp1.440.000,—
Angsuran per bulan : 12

: Rp 1.120.000,-
2. Pelunasan Sekaligus (Sebelum Jangka Waktu Berakhir)

Pelunasan seckaligus (sebelum jangka waktu berakhir) bisa
dilakukan dan dilaksanakan atas keinginan/permintaan rahin atau karena
angsuran yang macet melalui prosedur eksekusi/lelang marhun. Jumlah
yang harus dibayar oleh rahin adalah sebesar sisa pembiayaan serta
seluruh kewajiban yang belum dilunasi. Terhadap marhun yang
dijual/dilelang atau rahin yang melunasi sebelum tanggal jangka waktu
pembiayaan berakhiv kepadanya diberikan diskon ffarah, dimana diskon
ijaroh ini diberikan karena rahin menyelesaikan pinjaman sebelum

waktunya. Besarnya ditentukan dengan perhitungan sebagai berikut :'®

Keterangan :

Diskon ijarah = Jumlah potongan Jjjarah kepada rahin saat
melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo sesuai
jangka waktu pembiayaan.

Ijarah = Besaran Jjarah yang telah disepakati pada saat
penandatanganan akad 7jarah.

Di = Diskon indeks, yaitu prosentase diskon yang

berlaku ditentukan sebagaimana tabel dibawah ini.

8Sumber data di ambil dari buku operasional pada produk ARRUM dan hasil wawancara
dengan Bapak Tuhu Amuji, tanggal 21 Mei 2010



Tabel Diskon Pelunasan (Kredit 12 bulan)'®

Bulan ke Diskon
1 85,10
2 77,81
3 70,43
4 62,96
5 55,41
6 47,77
7 40,04
8 32,22
9 24,31
10 16,30
11 8,20

'®Sumber data di ambil dari Pegadaian Syariah Cabang Blauran
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Contoh Perhitungan
Dengan tarif ijarah sebesar 25.000 Per bulan®
Bulan Ke Tarif Tjarah
1 25000x12x85,10% = 255.300
2 25000x11x7781% = 213.977,5
3 25.000x10x7043% = 176.075
4 25.000x9x6296% = 141.660
5 25.000x8x5541% = 110.820
6 25000x7x4777% = 83.597,5
7 25000x6x40,04% = 60.060
8 25000x5x3222% = 40.275
9 25000x4x2431% = 24310
10 25000x3x1631% = 12.232.5
11 25.000 x 2 x 8,20 % = 4,100

10. Keuntungan dalam pembiayaan ARRUM
Adapun keuntungan menggunakan pembiayaan arrum adalah:*
1. Mendapatkan pinjaman uang.
2. Memiliki modal kerja untuk pengembangan usaha.
3. Membantu dalam mengembangkan perusahaan.
4. Menyehatkan cash flow keuangan bisnis.

5. Bisa memenuhi kebutuhan keluarga.

2%Sumber data di ambil dari Pegadaian Syariah Cabang Blauran, dan hasil wawancara dengan
Bapak Tuhu Amuji, tanggal 07 Juni 2010

*'Wawancara dengan Bapak Tegul, selaku nasabah di Pegadaian Syariah Blauran Surabaya



BABIV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD SEWA PADA PEMBIAYAAN

ARRUM DI PEGADAIAN SYARIAH CABANG BLAURAN SURABAYA

A. Analisis Tentang Status dan Kedudukan Barang Gadai

Pegadaian Syariah melayani fasilitas kredit gadai berdasarkan prosedur
yang praktis, cepat, dan menentramkan. Sedangkan sumber dana yang dimiliki
oleh pegadaian syariah untuk saat ini di dapat daribiaya administrasi dan jasa
penyimpanan (Jjarah).

Dalam produk ARRUM menggunakan akad rahn dan akad ijarah bukan
menggunakan akad rahn dan akad wadiah karena apabila menggunakan akad
wadiah maka akad terscbut tidak sah karena obnyek, pelaku, dan jangka waktu
dari akad rahn dan wadiah tersebut sama sehingga akad tersebut menjadi tidak
sah.

Dua akad dalam satu transaksi dalam terminologi figih disebut safgataini
i safqah yaitu apabila akad ini terdapat tiga unsur antara lain:

1. Obyek yang sama
2. Pelaku yang sama

3. Jangka waktu yang sama

58
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Jika salah satu ketentuan diatas ada satu unsur yang tidak sama, maka
akad tcrscbut menjadi sah.!

Dua akad pada produk ARRUM yang ada di Pegadaian Syariah Blauran,
dalam pelaksanaan akad rahn obyeknya adalah barang yang dijadikan jaminan,
sedang dalam akad Jjarah obyecknya adalah .tempat untuk penyimpanan,
pemeliharaan, dan keamanan barang gadai.

Tidak diperbolehkannya dua akad dalam satu transaksi yaitu apabila
akad-akad tersebut terdapat obyek, pelaku, dan jangka waktu yang sama
sedangkan antara rahn dan Jjjarah yang di praktekkan di Pegadaian Syariah
Blauran obyeknya adalah tidak sama, jadi hukumnya sah.

Praktck gadai yang dilakukan oleh masyarakat disebabkan karena adanya
kebutuhan yang mendgsak berupa uang yang jumlahnya cukup besar untuk
keperluan usahanya. Untuk mendapatkan dana tersebut tidak mudah sehingga
mereka harus mencari jalan keluar yang cepat agar kebutuhannya terpenuhi yakni
dengan jalan menggadaikan barangnya berupa sepeda motor atau mobil ke
Pegadaian Syariah Blauran Surabaya. Adapun peraturan yang berlaku adalah
rahin (orang yang menggadaikan sebagai pemegang yang telah digadaikan),
dengan syarat menyerahkan BPKB untuk dijadikan barang jaminan, yakni

penyerahannya secara fidusia (penyerahan barang atas dasar kepercayaan).

'Adiwarman A. Karim, Bank Islam , Analisis Figih dan Keuangan, (Jakarta: PT. Raja
Grafindo, 2004), h. 179.
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Tentang objek jaminan fidusia dalam produk ARRUM adalah merupakan
jaminan tambahan dari pcrjanjian pokok berupa perjanjian hutang piutang yang
bisa dijadikan obyek jaminan fidusia adalah sepeda motor dan mobil.

Menurut penulis sepeda motor atau mobil termasuk barang yang dapat
dijadikan jaminan gadai karena sepeda motor atau mobil merupakan salah satu
harta yang dapat dijadikan kepercayaan atas hutang. Sifat yang dimiliki sepeda
motor atau mobil adalah dapat dinilai dengan uang, dapat diserah terimakan,
dapat diperjual belikan, dapat dimiliki dengan sah dengan dibuktikan surat-surat
kepemilikan dan barangnya nyata.

Sepeda motor atau mobil dapat digiyaskan dengan binatang yang dapat
dinilai, dan binatang yang dapat dinilai bisa dijadikan sebagai jaminan gadai.
Berdasarkan hadits Nabi SAW:

s P -
L L 30

"Hewan yang digadaikan boleh diperah dan di tunggang"’.z

Benda yang dapat digadaikan menurut hukum Islam adalah semua jenis
benda yang merupakan benda milik rafin serta barang itu ada pada saat diadakan
perjanjian gadai, artinya hukum Islam tidak mengikat jenis barang tersebut.
Namun yang paling penting bahwa barang tersebut dapat dijual dan dapat
digunakan sebagai pelunasan hutang apabila seorang murtahin tidak bisa

melunasi hutangnya.

2Abu Abdullah bin Muhammad bin Ismail, Sahilh Bukharijilid III, (Beirut: darul fikr, 2000),
h. 115.
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Dengan demikian, semua benda yang berwujud dan bernilai serta
dipandang syara dapat dipcrjual bclikan maka bolch dijadikan scbagai barang
jaminan, sebagaimana sabda Rasulullah saw:

. Ey
"Setiap barang yang boleh diperjual belikan, boleh di jadikan jaminan gadai”’

B. Analisis Tentang Pemanfaatan Barang Jaminan

Perikatan marhun (agunan) dalam skim pembiayaan ARRUM ini
dilakukan dengan cara fidusia, dimana pihak rahin yang memanfaatkan barang
miliknya yang telah digadaikan.

Pada hakckatnya mengenai hal penguasaan obyek jaminan gadai dalam
hukum Islam disyaratkan bahwa debitur wajib menyerahkan objck jaminan ke
dalam penguasaan kreditur sampai hutang debitur dilunasi, dalam hal ini sesuai
dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 283:

o il k) G nd 1 L 6 224
Artinya: 'Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tumai)

sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendakiah ada
barang tanggungan yang dipegang”*

Sedangkan gadai pada produk ARRUM yang dipraktekkan di pegadaian

syariah blauran tersebut menggunakan jaminan fidusia dimana yang diserahkan

* Hendi Suhendi, Figilh Muamalah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2008), h. 108.
‘DEPAG R, A/-Qur'an dan Terjemaknya, h. 83.
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kepada kreditur adalah hak milik dari objek (benda) jaminan, sedangkan secara
fisik benda jaminan tctap kuasai olch debitur.

Mengenai pemanfaatan rahin atas marhun dimaksud, para ulama berbeda
pendapat sebagai berikut.

Mayoritas ulama melarang dan atau tidak membolehkan jenis
pemanfaatan dalam transaksi gadai, lain halnya ulama Syafi'iyah yang
membolehkan pemanfaatan barang gadai sepanjang pemanfaatannya itu tidak
membahayakan marhun. Selain itu ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rahin
selaku pihak yang menggadaikan barang, ia tidak boleh memanfaatkan barang
gadai (/marhun), baik mengendarai, memakai pakaian, menempati rumah atau
mengolah tanah yang menjadi barang gadai, mecreka melarang pemanfaatan
seperti ini karena hak menahan narhun berada pada pihak murrahin schingga ia
memiliki hak yang tetap sampai akad rahn itu berakhir. Jadi, ketika rahin
memanfaatkan marhun tanpa seizin murtahin berarti ia telah melakukan
perbuatan yang melawan hukum (ghashab). Apabila hal dimaksud dilakukan oleh
rahin dan kemudian terjadi kerusakan pada barang gadai, maka rahin yang harus
bertanggung jawab atas kerusakannya. Sementara kewajiban membayar hutang
tetap berada pada rahin walaupun barang rusak atau hilang,’

Ulama Hanabilah memi)l;nyai pendapat yang sama dengan ulama

Hanafiyah, yaitu melantarkan barang gadai bertentangan dengan syara. Karena

5Zainuddin Ali, Hukum Gadai Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 29.
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itu, rahin dan murtahin harus melakukan kesepakatan-kesepakatan dalam
pcmanfaatan barang gadai (/marhun). Mcnurut mercka rahin tidak berhak
memanfaatkan marhun seperti mengendarai, menempati rumah, mengambil air
susu binatang ternak, dan lain sebagainya yang masih dalam perjanjian tanpa
seizin murtahin. Ketika rahin dan murtahin tidak mencapai kesepakatan dalam
penentuan batas-batas kebolehan pemanfaatan, maka barang gadai harus
dibiarkan karena merupakan barang yang tertahan dari pemanfaatan sampai rafin
melunasi utangnya. Pandangan ulama Hanabilah dimaksud, berdasarkan pada
paradigma bahwa barang gadaian dan seluruh manfaatnya adalah harta yang
bertahan (mahbusah).®

Ulama Malikiyah mempunyai pendapat tentang pelarangan pemanfaatan
barang dagang olch rahin, bahkan walaupun pihak murtahin mengizinkan
pemanfaatan barang gadaian maka status hukumnya tetap dilarang. Apabila
murtshin memberi izin pada rahin untuk memanfaatkan barang gadai maka
menurut mercka akad gadai menjadi batal karena tidak terpenuhinya kondisi
pemahaman terhadap barang gadai. Untuk memanfaatkan barang gadai menurut
ulama Malikiyah bisa dilakukan oleh murtahin sebagai wakil dari rahin.
Sedangkan ulama Syafi'iyah mempunyai pandangan yang berbeda dengan
mayoritas ulama. Menurut mereka rahin boleh memanfaatkan marhun sepanjang

tidak mengurangi atau merusak nilai materiil dari barang gadai seperti

8 Ibid, h. 32.
7 Ibid.



mengendarai kendaraan, menempati rumah, memakai baju dan lain lain
scbagainya dari harta barang gadaian. Kcbolchan ini berdasarkan dalil hukum
bahwa manfaat dan hasil dari barang gadai tersebut adalah milik rafin dan tidak
bisa dikaitkan dengan utang yang ditanggungnya. Mereka menguatkan

pendapatnya berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW, yang berbunyi:
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Artinya: "Dari Abu Hurairah berkata Rasulullah SAW , bersabda: Binatang
untuk kcndaraan bolch dinaiki karcna pembclian bclanjanya jika
binatang tersebut di gadaikan, dan susu binatang perahan boleh di
minuny karens pemberian belanjanya jika binatang tersebut digadaikan
dan kcpada mercka yang mengendarai dan yang minum itu harus
memberikan belanjanya”’

Dilihat dari beberapa pendapat para ulama di atas, penulis mempunyai
kesimpulan bahwa menelantarkan barang gadai tanpa dimanfaatkan oleh
penerima gadai adalah bertentangan dengan tujuan syariat Islam. Para ulama figh
juga sepakat bahwa barang yang dijadikan agunan itu tidak boleh dibiarkan
begitu saja tanpa menghasilkan sama sekali.

Bila ditinjau dari segi manfaat, maka jaminan fidusia ini sesuai dengan
hukum Islam yang mensyaratkan bahwa pemanfaatan benda jaminan merupakan

hak debitur, sebagaimana sabda nabi Muhammad saw. yang berbunyi:

8 Abu Abdullah bin Muhammad bin Ismail, Sakik Bukbarijilid IIL, h. 116.
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"Dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, ia bersabda: Barang gadai tidak boleh

disembunyikan dari pemlhk Yyang menggadaikan baginya risiko dan hasilnya.
(HR.Ad-Daruqutni).’

C. Analisis Terhadap Akad Sewa Pada Pembiayaan ARRUM

Gadai dalam produk ARRUM adalah suatu akad perjanjian antara kedua
belah pihak (rahin dan murtahin) untuk memperoleh suatu pinjaman dengan
menggunakan sepeda motor atau mobil sebagai barang jaminan (marhun) yaitu
dengan syarat menyerahkan BPKB ke pegadaian.

Scbagaimana yang tclah dijclaskan pada bab III bahwasannya proses yang
harus ditcmpuh olch nasabah untuk mcndapatkan pembiayaan ARRUM ini,
maka nasabah harus mendatangi pegadaian syari'ah dengan membawa kartu
identitas (KTP) yang masih berlaku, dan harus mempunyai usaha minimal telah
berdiri selama 1 tahun. Sebelumnya dari pihak pegadaian terlebih dahulu
menganalisis kelayakan usaha, baru pihak pegadaian dengan juru taksirnya
menaksir barang yang dijadikan jaminan tersebut.

Setelah tahap penaksiran selesai kemudian tahap pemrosesan akad
tersebut, pelaksanaan akad pembiayaan ARRUM tersebut adalah dengan cara

pihak pegadaian melengkapi semua persyaratan nasabah dan menentukan nilai

*Sayyid Imam Muhammad bin Isma’il, Subulussalam, (Bandung: Dahlan, tt), h. 52.
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pembiayaan yang akan diberikan kepada pihak nasabah, selanjutnya adalah
persctujuan antara kedua belah pihak yakni penandatanganan dari pihak
pimpinan pegadaian dan pihak nasabah.

Akad ini dapat terealisasi sebagai pinjaman yang sah apabila telah
memenuhi beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak yang
berakad, sesuai dan scjalan dengan ketentuan hukum baik itu hukum Islam
maupun hukum positif.

Adapun rukun dan syarat rahn yang harus dipenuhi sesuai dengan bab II
adalah sebagai berikut:'°
1. Orang yang melakukan akad (rahin dan murtahin) harus berakal, sechat dan

sudah balig.

Mengacu pada rukun dan syarat di atas, dapat dianalisis bahwa dalam
pelaksanaan akad rahn (gadai) yang ada di Pegadaian Syariah Blauran
sebagai berikut:

Dari segi rukun sudah terpenuhi, yaitu: pihak pegadaian sebagai
murtahin (yang menerima barang gadai) dan pihak nasabah sebagai rahin
(yamg menyerahkan barang gadai).

Dari segi syarat rahn juga sudah memenuhi syarat, yaitu baligh dan
berakal schat, karena dengan menunjukkan kartu identitas yang berlaku

(KTP) merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh pihak nasabah (rahin) agar

10 Hendi Suhendi, Figih Muamalah, h. 107-108.
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pengajuan permohonan pembiayaan dapat dikabulkan oleh pihak pegadaian.
Scdangkan pihak pcgadaian (nurfahin) dapat ditunjukkan dengan kecakapan
para pegawainya yang melayani pihak rahin dengan baik sesuai dengan
aktivitas bermuamalahsecara normal setiap harinya. Hal ini membuktikan
bahwasannya pihak pegadaian sesuai dengan syarat yaitu berakal sehat (tidak
gila).
. Barang yang digadaikan (marhun)

Adanya jaminan yaitu sepeda motor dan mobil yang telah dibawah
oleh nasabah untuk dijadikan jaminan kepada pihak pegadaian, yang mana
barang tersebut milik rahin sendiri, merupakan barang yang benar-benar asli
bukan palsu dan dapat dijual. Barang yang dijadikan jaminan adalah sepeda
motor atau mobil, hanya saja penyerahan barangnya menggunakan perjanjian
fidusia, sehingga yang diterima oleh murtahin adalah BPKB nya, barang nya
tet aﬁ ditangan rahin.

. Sighat akad

Sehubungan dengan adanya kuasa dalam pemeliharaan barang gadai
maka dalam hal ini piha rahin dengan menyerahkan barang gadai dan pihak
murtahin adalah sebagai pihak yang memberikan pembiayaan dan yang |
menerima barang gadai. Dan tugas yang dibebankan pada pihak pegadaian
adalah memelihara barang gadai sedangkan pihak nasabah yang mengajukan

pembiayaan rahn wajib membayar biaya pemeliharaan dan penyimpanan dari
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barang gadai tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh
pihak pcgadaian. Kctentuan terscbut ada dalam akad perjanjian ARRUM,
4. Adanya utang, disyaratkan keadaan hutang harus tetap

Dengan demikian ketentuan yang ditulis dalam bab II yaitu pihak
pegadaian sebagai murtahin dan nasabah sebagai rahin, dan adanya utang
harus tetap tidak bertambah. Dan sighar akad tersebut berupa tandatangan
antara kedua belah pihak yang melakukan akad pembiayaan ARRUM adalah
sah menurut hukum Islam.

Sedangkan dalam pelaksanaan akad Jjarah pihak pegadaian tidak
menjelaskan secara rinci barang yang dijadikan obyek akad, karena dalam akad
pecmbiayaan ARRUM hanya menyantumkan tarif Jjjarah. Dari pihak nasabah
tidak mengetahui tarif jiarah terscbut untuk apa? Karena masyarakat sekitar
adalah merupakan orang awam yang kurang begitu faham betul tentang istilah-
istilah dalam muamalah seperti halnya istilah jjarah yang dipakai dalam produk
ARRUM di Pegadaian Syariah Blauran Surabaya tersebut. Apalagi dari pihak
murtahin tidak menyebutkan objek Jjarafmya sehingga dari pihak rahin
menganggapnya sebagai pembayaran bunga, karena selama ini yang dikenal
hanyalah pembayaran bunga.

Dari sini penulis akan menjelaskan bagaimaka hukumnya jika melakukan
suatu akad tanpa menyebutkan obyeknya. Seperti halnya yang dipraktekkan pada

pembiayaan ARRUM di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya.
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Menurut jumhur (mayoritas) fuqaha, rukun akad terdiri dari :"'

a. Pcrnyatann untuk mengikatkan diri (sighat al-agd)
b. Pihak-pihak yang berakad
c. Obyek akad

Ulama madzhab Hanafi berpendapat bahwa rukun akad itu hanya satu
yaitu sighat al-aqd, sedangkan pihak-pihak yang berakad dan obyek akad, tidak
termasuk rukun akad tetapi syarat akad.

Sight al-agd merupakan rukun akad terpenting, karena melalui akad
inilah diketahui maksud setiap pihak yang melakukan akad (transaksi). Sighar a/-
aqgd dinyatakan melalui jjab dan gabul, dengan suatu ketentuan:'?

a. Tujuan akad itu harus jelas dan dapat dipahami.

b. Antara jjabdan gabul itu harus scsuai dengan kehendak.

c. Pernyataan ijab dan gabul itu harus sesuai dengan kehendak masing-masing
dan tidak boleh ada yang meragukan.

Menurut jumhur ulama sighat akad tidak disyaratkan untuk menyebutkan
barang yang dijadikan objek-objek akad, baik dalam jual beli, hibah, dan sewa-
menyewa, dan lain-lain kecuali dalam akad pernikahan."

Menurut istilah fuqaha arti kata sepakat seperti yang diuraikan oleh hendi

Suhendi sebagai berikut :

'"M. Ali Ilasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islsm, (Jakarta: PT Raja Grafindo
Presada,2003), h. 103.

2 1bid, b. 104.

BRachman Syafe'i, Figih muamalah. (Bandung: Pustaka Setia, 2006), h. 48.
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Artinya: "Perikatan ijab dan qabul yang dibenarkan syara yang menetapkan
keridhasn kedua belah pihak."

Bentuk perjanjian para ulama berbeda pendapat seperti yang telah
diuraikan oleh hamzah ya’kub, diantaranya adalah:"’

Pertama, akad tidak sah kecuali dengan sighat yaitu suatu lafal yang
diucapkan oleh kedua belah pihak orang yang terhalang melakukan sighat,
mulanya orang yang bisu dapat dilakukan tanpa sighat, orang yang terhalang
lantaran jarak jauh dapat melakukan akad secara tertuls prinsip ini dipegangi
oleh Imam Syafi'i dan imam ahmad.

Kedua, Akad itu sah dilakukan dengan perbuatan bagi suatu akad
yang dapat delakukan dengan perbuatan, scperti prakick Nabi SAW,
pendapat ini dipegang oleh Abu Hanifah mazhab Ahmad dan As-Syafi'i.

Ketiga, setiap akad dapat dilakukan dengan bentuk apa saja yang
dapat menunjukkan maksud akad, asal tidak bertentangan dengan hukum
syara. Jadi bebas menggunakan bentuk apa saja menurut kesepakatan
masing-masing pihak, prinsip ini dipegangi oleh Imam Malik dan Imam

Ahmad.

73.

“Hendi Suhendi, Figih muamalab, h. 46.
'SHamzah Ya'kub, Kode Etika Dagang Menurut Islam, (Bandung: Diponegoro, 1984), h. 72-
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Dengan memerhatikan uraian di atas dapat dikatakan bahwa setiap
orang bcbas membuat akad untuk apa saja asal dapat dipahami maksudnya
oleh kedua belah pihak yang lahir dari jiwa saling merelakan dan akad itu
tidak bertentangan dengan syara maka dapat dibenarkan.

Prinsip saling merelakan dalam akad ;dalah telah diajarkan di dalam

Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 29 berbunyi:

b >

oF 52 83 of Y| Yl e Sl iglest i 2l iis
L ,:
5 o

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan
harta sesammamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan
perniagaan vang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu., .. e

Syariat Islam tidak mencntukan formalitas bentuk suatu akad, baik
itu lisan, tulisan ataupun model perjanjian tertentu hanya syariat menctapkan
bentuk-bentuk akad yang telah dikenal saja, setiap orang dapat menentukan
bentuk tertentu asal dapat dimengerti oleh masing-masing pihak, dan
keduanya saling meridai.

Konsekuensi logisnya, bentuk suatu akad sesuai dengan maksudnya

harus diserahkan kepada situasi masyarakat sesuai dengan perkembangan

dalam sistem muamalah.

s DEPAG RI, A/-Qur'an dan Terjemahanya, (Jakarta: Mekar, 2002), h. 107-108.
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Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab II bahwa gadai
mempunyai cmpat rukun yang tidak bolch ditinggalkan salah satunya
diantaranya adalah adanya hutang yang diprjanjikan oleh kedua belah pihak.

Menyangkut adanya hutang, dalam Islam disyaratkan hutangnya
merupakan hutang yang tetap. Hal ini sesuai dengan istilah gadai yang dalam
bahasa arab diistilahkan dengan “rahn” berarti “tetap atau lestari’ dengan
perkataan lain hutang tersebut bukan merupakan hutang yang bertambah-
tambah atau hutang yang mempunyai bunga. Seandainya hutang tersebut
merupakan hutang yang berbunga maka perjanjian tersebut sudah merupakan
perjanjian yang mengandung unsur riba, sedangkan perbuatan riba ini
bertentangan dengan ketentuan syariat Islam.

Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah
ayat 275 yang berbunyi:

I 6555 &1 0
Artinta: ”Allah tclah menghalalkan jual beli dang mcnébaramkan riba’’

Pcngharaman riba di sini berkaitan dengan tujuan dari pada gadai
yang dimaksudkan sebagai sarana tolong menolong diantara sesama manusia
dalam memenuhi kebutuhan hidup, bukan bertujuan untuk memperoleh
keuntungan pribadi. Ini berarti bahwa syariat Islam dalam masalah gadai

pada perinsipnya adalah untuk kepentingan sosial.

' DEPAG RI, Al-Qur'an dan Terjemahanya, h. 58.



Adapun pada praktek gadai yang menggunakan jaminan fidusia,
scperti halnya praktck gadai yang dilakukan di Pcgadaian Syariah Blauran,
murtahin mengenakan tarif jjarah kepada rahin. Fidusia adalah penyerahan
hak milik secara kepercayaan, dan fisik benda jaminan tetap berada dalam
kekuasaan rahin. Walaupun demikian kenyataannya, murtahin tetap
mengemban amanah berupa surat-surat bukti kepemilikan benda jaminan
milik rahin, sehingga menimbulkan kewajiban bagi murtahin untuk
bertanggung jawab menjaga surat-surat bukti kepemilikan tersebut supaya
tidak sampai hilang,

Keuntungan yang diperoleh debitur yang berupa bantuan permodalan
dan kebebasan memakai benda jaminan untuk kepentingan berusaha. Hal ini
mengingat awal daripada munculnya produk ARRUM adalah dikarcnakan
masyarakat mempunyai kesulitan di bidang permodalan, sedang benda yang
akan dijadikan sebagai jaminan hutang masih dibutuhkan untuk kepentingan
usahanya. Ketentuan gadai yang mensyaratkan benda jaminan dikuasai oleh
kreditur merupakan kesulitan yang mereka hadapi, sehingga mercka lebih
memilih alternatif lain yaitu dengan cara menggunakan produk ARRUM
dengan jaminan fidusia.

Gadai dalam produk ARRUM yang ada di pegadaian syariah cabang
Blauran Surabaya memakai akad sewa (ijara/t) karena pihak pegadaian dalam

produk ARRUM itu sendiri menggunakan akad fabarru’ ialah akad yang
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digunakan untuk tujuan saling tolong menolong dan pembiayaan yang
diberikan olch pihak pcgadaian kcpada nasabah murni hanya pinjaman tanpa
mengambil keuntungan darinya.
Sebagaimana Firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang
berbunyi:
"I L od - « 2 - - & 2 - £ d - « 3 -
o338ty BT Je 158505 N5 530l 0T Je 14430555
Artinya: .. dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan
dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan
pelanggaran...” 8
Sedangkan akad Jjarah adalah akad yang objeknya merupakan
penukaran manfaat harta benda pada masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat
dengan imbalan, sama dengan scorang menjual manfaat barang. Dalam akad
ini ada kebolehan untuk menggunakan manfaat atau jasa dengan scsuatu
penggantian berupa kompensasi."’
ljarah dilakukan sebagai hak untuk memanfaatkan barang atau jasa
decngan mcembayar imbalan tcrtentu. Scbagaimana firman Allah dalam Al-
Qur'an surat At-Talaq ayat 6 yaitu:

g} 2
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Artinya: ...dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil,
Maka berikanlah kepada mereka natkahnya hingga mereka bersalin,
Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukinu Maka

'®*DEPAG RI, A/-Qur'an dan Terjemabanya, h. 142.
19 Zainuddin Ali, Hukum gadai syariah, (Jakarta: Sinar grafika, 2008), h. 97.
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berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di
antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui
kesulitan Maka pcrcmpuan lain bolch mcnyusukan (anak itu)
untuknya®

Kemudian dalam hadits Nabi SAW juga diriwayatkan oleh Ibnu

Majjah dari Ibnu Umar Nabi bersabda:

a ,0410: /a’/o"’,o’

fa.‘o'f oy OV )8 c;}»\ ﬁ:.-?i)k.pi

Artinya: "Berikanlah olehmu upah orang sewaan (pekerja) sebelum
keringatnya kering” (HR.Ibnu Majjah).”

Tarif jjarah meliputi perbuatan dua pihak secara timbal balik yaitu
pihak yang menyewakan disebut mu'ajir, sementara penyewa disebut
mustaiir  serta sesuatu yang diambil manfaztnya disebut uirah. Dengan
demikian karena pegadaian syariah menggunakan akad ijarah maka murtahin

berhak mengenakan biaya atau penetapan tarif /jarah (jasa simpanan) atas

biaya pemeliharaan, biaya penyimpanan.

2 DEPAG Rl, A/-Qur'an dan Terjemahanys, b. 817.

2! Abi Abdillah Mubammad bin Yazid qaz wani, Supan fbnu Majjah juz 11, (Beirut, Darul
Fikr, 2004), h. 20.



BABV

PENUTUP

A. Kesimpulan
1. Rahn sebagai lembaga keungan non bank yang menyalurkan pinjaman dalam

bentuk kredit pada Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya, dalam
produk ARRUM menggunakan akad sewa yang penyerahan barang jaminan
secara fidusia, penyerahan hak milik secara kepercayaan dan fisik benda
jaminan tetap berada dalam kekuasaan rahin. Walaupun demikian murtahin
tetap mengemban amanah yang berupa berupa surat-surat bukti kepemilikan
benda jaminan milik rahin, sehingga menimbulkan kewajiban bagi murtahin
untuk bertanggung jawab menjaga surat-surat bukti kepemilikan tersebut
supaya tidak sampai hilang,

Meski barang gadai berada ditangan rahin namun pihak murtahin masih
mengenakan tarif ijarah, pengenaan tarif atau biaya jjarah pada barang
jaminan adalah sebagai ganti atas biaya-biaya yang timbul akibat dari proses
penyimpanan BPKB, dalam hal ini dipandang sah asalkan ketika akad terjadi
kesepakatan diantara kedua belah pihak (rahn dan murtahin) untuk saling rela

pada awal transaksi.
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B. Saran

1.

Scharusnya pcgadaian syariah mclayani fasilitas krcdit gadai berdasarkan
prosedur yang praktis, cepat dan menentramkan, tapi pada kenyataannya
khususnya pada produk ARRUM, untuk mendapatkan pembiayaan ini
membutuhkan proses yang lama, yakni kurang lebih selama 6 hari baru bisa
mengulurkan dana pembiayaan ARRUM tersebut.

Pihak pegadaian agar mengkaji lagi tentang isi dari akad pembiayaan
ARRUM, karena dalam akad pembiayaan ARRUM hanya menyantumkan
persyaratan tarif jjarah, tidak menyantumkan objek dari akad ijarah tersebut.
Tujuan dari disebutkannya objek akad ijarah adalah agar dari pihak nasabah
tidak menganggap pembayaran tersebut adalah pembayaran bunga dan agar

nasabah bisa membedakan antara gadai syariah dengan gadai konvensional.
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